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TENTANG 
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KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan prosedur 
dalam penynsunan Rencana Pembangunan Daerah dan 
dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung 
Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021, 
maka Kecamatan Mengwi wajib menyusun Rencana 

f Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 
2021, dengan berpedoman pada Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 
2021; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja 
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

^. menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 
"f^* Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung 

_ Tahun 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bal i , Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tgimbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kal i terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten 
Badung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini . 

Susunan sistematika Rencana Kerja Kecamatan Mengwi 
Kabupaten Badung Tahun 2021, sebagaimana dimaksud 
dalam diktum KESATU disusun sebagai ber ikut: 

Bab 1. Pendahuluan 
Bab 11. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Mengwi 
Bab I I I . Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mengwi 
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendansian Kecamatan Mengwi 
Bab V. Penutup 
Camat Mengwi bertanggung jawab dan melaporkan 
pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang - undangan. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Keputusan ini disampaikan kenada: 
1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 
2. Kepala Perangkat Daerah terkait 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Da lam u p a y a memantapkan implementasi mekanisme perencanaan 

dan penganggaran daerah secara part is ipat i f sebagaimana d iamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang S is tem Perencanaan 

Pembangunan Nasional , memer lukan komitmen dan konsis tens i dar i 

berbagai p ihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai l in i pengambilan 

keputusan. Ha l i n i penting dan per lu mendapat perbat ian luas sebubungan 

dengan upaya-upaya pemantapan pe laksanaan otonomi daerah dan 

akuntabi l i tas pemerintaban daerah. 

S is tem perencanaan pembangunan nas iona l da lam Undang-Undang 

Nomor 25 T a h u n 2004 mencakup l ima pendekatan da lam se lurub 

rangka ian perencanaan, ya i tu : politik, teknokrat ik , partisipatif, atas-bawab 

(top-dow)da.n bawab-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut 

secara garis besar d i l aksanakan mela lui empat (4) tahapan yang 

diselenggarakan secara berkelanjutan sebingga secara kese luruhan 

membentuk s a t u s i k l u s perencanaan yang u t u h y a k n i : 

(1) penyusunan rencana ; 

(2) penetapan rencana ; 

(3) pengendalian pe laksanaan rencana; dan 

(4) eva luasi pe laksanaan rencana, 

Sa lab s a t u dokumen rencana pembangunan yang wajib d i susun 

setiap t ahun adalab Rencana Pembangunan T a h u n a n S a t u a n Kerja 

Perangkat Daerah , yang se lanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (Renja), y a i tu dokumen perencanaan sa tuan ker ja perangkat daerah 

u n t u k periode 1 (satu) t ahun . 

Pada B a b I I pasa l 7 (2) U U No 25 T a h u n 2004 telab d i je laskan babwa 

Renja-Perangkat Daerah d i s u s u n dengan berpedoman kepada Rens t ra 

Perangkat Daerah dan mengacu kepada R K P , memuat keb i jakan, program, 

dan kegiatan pembangunan baik yang d i l aksanakan langsung oleb 

pemerintah daerah m a u p u n yang di tempuh dengan mendorong part is ipasi 

masyarakat . 

Kepa la S a t u a n Ker ja Perangkat Daerah meny iapkan Renja-Perangkat 

Daerah sesua i dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada 
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awal R K P D Kabupaten B a d u n g t ahun 2 0 2 1 . Kepa la S a t u a n Perangkat 

Daerah j u g a bertanggungjawab u n t u k me l akukan eva luas i k iner ja 

pe laksanaan rencana pembangunan Ker ja Perangkat Daerah periode 

sebelumnya, 

1.1.1. Pengertian Renja 

Renja merupakan dokumen perencanaan u n t u k periode s a t u t ahun . 

Undang-undang No 25 T a h u n 2004 tentang S i s t em Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 T a h u n 2014 

tentang Pemer intah Daerah telab mewaj ibkan setiap S a t u a n Ker ja 

Perangkat Daerah u n t u k men jmsun Rencana Ker ja (Renja) sebagai 

pedoman ker ja se lama periode 1 (satu) t ahun dan berfungsi u n t u k 

mener jemabkan perencanaan strategis l ima t a h u n a n , yang 

d i tuangkan da lam Rens t ra kedalam perencanaan t ahunan yang 

s i fatnya lebih operasional. Agar pe laksanaan tugas yang telab 

d igar iskan berjalan dengan efektif dan terarab, m a k a penyusunan 

dan penetapan Ren ja menjadi mut lak , y a i tu sebagai pedoman u n t u k 

menjadi pedoman di l ingkungan da lam m e n y u s u n program dan 

kegiatan prior i tas pada t ahun anggaran berkenaan. 

1.1.2. Proses Penyusunan Renja 

Da lam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Mengwi 

mengacu pada kerangka a raban yang d i r u m u s k a n da lam rancangan 

awa l R K P D . Oleb k a r e n a i tu penyusunan rancangan Renja 

Kecamatan Mengwi dapat d iker jakan secara s imul tan/para le l dengan 

penyusunan rancangan awal R K P D , dengan fokus me l akukan 

pengkajian terlebih dabu lu terhadap kondis i eksist ing, eva luasi 

pe laksanaan Ren ja Kecamatan Mengwi t abun- tabun sebe lumnya dan 

evaluasi k iner ja terhadap pencapaian Rens t ra Kecamatan Mengwi. 

Tabap penetapan rancangan akh i r Rencana Ker ja Kecamatan Mengwi 

d i l akukan dengan pengesaban oleb Kepa la Daerah , se lanjutnya 

Camat Mengwi menetapkan Renja Kecamatan Mengwi u n t u k menjadi 

pedoman di Kecamatan Mengwi da lam m e n y u s u n program dan 

kegiatan prior i tas pada t a h u n anggaran berkenaan. 
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Prinsip P enyusunan : 

1. Subs tans i Renja Kecamatan Mengwi merupakan perbaikan dar i 

mater i Rancangan Renja Kecamatan Mengwi yang d i sesua ikan 

dengan Perkada R K P D . 

2. Program dan kegiatan d ir inc i menurut sumber pendanaan yang 

d iusu lkan , 

3 . Program dan kegiatan yang d i r encanakan memuat tolok u k u r 

k iner ja ke lua ran , target capa ian program/ kegiatan, target 

ke lua ran kegiatan, total dana yang d iper lukan kegiatan. 

4. Ren ja Kecamatan Mengwi merupakan dokumen resmi program 

dan kegiatan yang a k a n d i aksanakan dalam tabun rencana dan 

merupakan a c u a n da lam penyusunan R K A Kecamatan Mengwi 

setelab memperbat ikan nota kesepakatan Kebi jakan U m u m 

A P B D (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS). 

Adapun tabapan pers iapan penyusunan Renja yang d i l akukan 

adalab sebagai b e r i k u t : 

a . Pers iapan Penyusunan Renja 

• Pembentukan T i m Penyusun Renja 

• Or ientas i mengenai Renja 

• P e n y u s u n a n Agenda Ker ja T i m Ren ja 

• Pengumpulan Da ta dan Informasi 

b. Pengolaban Da ta dan Informasi 

Tabap pengolaban data dan informasi ber tu juan u n t u k 

menya j ikan se lurub kebutuban data dar i laporan bas i l ana l i s i s 

menjadi informasi yang lebib t e rs t ruktur , s istematis, dan 

relevan bagi pembabasan t im dan p ibak-p ibak terkait ditiap 

tabap pe rumusan penyusunan rancangan Renja. 

c. Tahap Pe rumusan Rancangan Renja 

• Pengolaban data dan informasi ; 

• Ana l i s i s gambaran pelayanan; 

• Mereview bas i l eva luasi pe laksaan Renja Kecamatan Mengwi 

t abun l a lu berdasarkan Rens t ra Kecamatan Mengwi; 

• I s u - i s u penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kecamatan Mengwi 
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• Te laah terhadap rancangan awa l R K P D 

• P e r u m u s a n tu juan dan sasa ran ; 

• Pene laahan u s u l a n program dan kegiatan dar i masyarakat ; 

• P e r u m u s a n kegiatan prioritas; 

d. Penyaj ian dan penyampaian rancangan Ren ja 

e. Ver i f ikas i dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu 

pada Rancangan A k h i r R K P D 

f. Penetapan Renja . 

Adapun s k e m a hubungan perencanaan dan penganggaran d ibawah in i : 

Renstra K /L 

Pedoman Pedoman 

Renja K /L R K A K /L Rincian A P B N 

RPJP 
Nasional 

Pedoman 
RP;M 

Nasinna! 

Dijabarkan 
R K P 

Pedoman 

R A P B N A P B N 

Diacu D i p e r K i l i k a n Diterahkan Melalui Muvenbang 

1 O 
u 
n 
c 

Renstra 
Pedoman 

Renja 

O P D • O P D 

R P J M 
Provinsi 

Diacu 
R P J M 

Kab/Kota 

Dijabarkan 
R K P D R A P B D A P B D R P J M 

Provinsi • R P J M 
Kab/Kota • • • 

Pedoman 

i 

R K A 
O P D 

Rincian 
A P B N 

R K A 
O P D ^ Rincian 

A P B N 

Gambar 1.2 Bagan A lu r Hubungan Perencanaan D a n Penganggaran 
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1.1.3 Keterka i tan Antara Renja Kecamatan Mengwi dengan Dokumen 

Perencanaan la innya 

Rencana Ker ja Kecamatan Mengwi sebagai dokumen perencanaan 

pembangunan t a h u n a n d i l ingkup S a t u a n Ker ja merupakan 

penjabaran dar i Rens t ra Kecamatan Mengwi yang merupakan 

rencana pembangunan j angka w a k t u l ima t ahunan . Se lurub 

dokumen tersebut merupakan bagian dar i s is tem perencanaan 

pembangunan merupakan sebuah proses yang s istematis dan 

terpadu. K a r e n a s is tem perencanaan pembangunan merupakan 

sebuah proses yang sistematis dan terpadu, m a k a se lurub tabapan 

dan dokumen-dokumen yang d ihas i lkan b a r u s m e n u n j u k k a n adanya 

keterka i tan yang erat an ta ra s a t u dengan yang la innya . 

Nasional 

Diperhatiakan 
T 

1 

Pedoman Bahan Diacu 

Renstra 
. O P D 

Pedoman 

Bahan 

Renja 
O P D 

Hubungan An ta r 
Dokumen 

C "baerah- : 

Pedoman 

^ 
- R P J M 

Dijabarkan 
. R K P , , . . ; Pedoman 

C "baerah- : r- Daerah • • • -> Daerah . 
R A P B D 

R K A 
O P D 

A P B D 

D P A 
O P D 

Gambar 1.3 
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah 



6 

1.2. LANDASAN HUKUM 
Dokumen Renja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021 

ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bal i , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Badung Tahun 2005 - 2025 (lembaran Daerah 
Kabupaten Badung tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
daerah Kabipaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah 
Kabupaten Badung tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
daerah Kabupaten Badung Nomor 8); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta 
Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 (Lembaran 
daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran daerah kabupaten Badung Nomo 13) sebagaimana telah 
diubah beberapa kal i terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta 
Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 ; 

11 . Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020; 

13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 
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14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah; 

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 2021 ; 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1 Maksud 
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi 

Tahun 2021 adalah sebagai ber ikut: 

> Memberikan arahan dan pedomain bagi seluruh aparatur 

Kecamatan Mengwi dalam melaksanakan tugasnya dan 

menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakat sehingga tujuan 

program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun 

waktu tahun 2021 dapat tercapai. 

> Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang 

kegiatan di Kecamatan Mengwi Tahun 2021. 

> Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi 

pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2020 

> Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Kecamatan Mengwi 

1.3.2 Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 

Mengwi adalah sebagai ber ikut: 

> Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Mengwi dalam 

pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan 

kemasyarakat. 

> Mewujudkan peencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif 

dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. 



> Mewujudkan pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan 

tujuan Kecamatan Mengwi. 

> Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar 

instansi/kantor/upt di Kecamatan Mengwi 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dokumen Renja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ini terdiri dari 

lima bab, mel iputi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud Dan Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi 

1.4. Sistematis Penulisan 

BAB I I : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 
LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamat Mengwi Tahun 

La lu Dan Capaian Sasaran Renstra Ksintor Camat 

Mengwi 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Mengwi 

2.3 I su - I su Renting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB I I I : TUJUAN DAN SASARAN 

3 . 1 . Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Abiansemal 

3.2. Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Abiansemal 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT 
MENGWI 

4.1 Program dan Kegiatan 

BAB V : PENUTUP 
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BAB I I 

HASL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MENGWI 
TAHUN LALU 

2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi Tahun Lalu dan 

Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Mengwi 

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun lalu dalam 

melaksanakan tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana 

Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran tahun 2020. Dengan demikian program dan kegiatan telah 

dilaksanakan dengan hasi l yang baik meskipun untuk tahun mendatang 

perlu ditingkatkan lagi agar sesuai harapan. Adapun pelaksanaan program 

dan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai 

ber ikut: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan 

a. Penyediaan J a s a Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 

b. Penyediaan J a s a Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

c. Penyediaan J a s a Administrasi Keuangan 

d. Penyedia Alat Tul is Kantor 

e. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 

f. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan 

kantor 

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

h . Penyediaan Makanan dan Minuman 

i . Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

j . Penyediaan Upacara Keagamaan 

k. Penyediaan J a s a Pegawai Tidak Tetap 

1. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 

m. Persembahyangan ke Pura - Pura Kahyangan Jagat 

r. Pengelolaan Kebersihan Kantor 
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pemeliharaan Gedung Kantor 

b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 

c. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 

d. Pemeliharaan Peralatan Kantor 

h. Pemelihara lapangan Kelurahan 

i . Pengadaan Sarana Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos 

Pembinaan Terpadu di Kelurahan Sempidi 

j . Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Abianbase 

k. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Kelurahan Sading 

1. Pengadaan Sarana Prasarana di Kelurahan Kapal 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

a. Pen)aisunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

b. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

4. Pengembangan Nilai Budaya 

a. Festival Budaya Pertanian 

b. Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah 

c. Pembinaan Sekaa Angklung di Kelurahan Sading 

d. Pembinaan Sekaa Baleganjur di Kelurahan Sading 

5. Perencanaan dan Penganggaran SKPD 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renstra,Renja,RKA) 

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

a) Verifiksi APBDes 

7. Perencanaan Pembangunan Daerah 

a. Penyelenggaraan Musrembang RKPD Kabupaten di Kecamatan 

b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kecamatan 

8. Pengembangan Data/Informasi 

a. Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan 

9. Peningkatmi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

a. Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan ketertiban di 

wilayah Kecamatan 

b. Patroli Wilayah (Linmas) di Kelurahan Luk luk 

10. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa 
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a. Pembinaan Adminstrasi PKK 

b. Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan 

Terpadu Tingkat Kabupaten 

c. Monitoring Bansos dan Hibah 

d. Pelaksanaan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi Ba l i 

e. Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan 

f. Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri di Kelurahan Lukluk 

g. Rehab Jamban di Kelurahan Luk luk 

h. Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas 

Kelurahan Sempidi 

i . Kejuaraan Bola Voli Karang Taruna di Kelurahan Sempidi 

j . Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sempidi 

k. Penyelenggaraan Orientasi Penanggulangan Stunting Bagi Kader 

Posyandu 

I . Peningkatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Masyarakat 

' (Linmas) 

m. Penyelenggaraan Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan di Kelurahan 

Abianbase 

n. Penyelenggaraan Pesraman Kilat Remaja di Kelurahan Abianbase 

o. Pembinaan Seni Sastra (Gegitaan) di Kelurahan Sading 

p. Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sading 

q. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Masyarakat 

(Linmas) Kelurahan Kapal 

r. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Lembaga LPM dan Kepala 

Lingkungan di Kelurahan Kapal 

s. Peningkatan Kapasitas Kelompok Posyandu di Kelurahan Kapal 
t. Pembinaan Karang Taruna 

11. Peringatan Hari Besar Nasional 

fi a. Peringatan Hari-hari Besar Nasional 

12. Penataan Administrasi Kependudukan 

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan 

b. Pelayanan Administrasi Ij in Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 

13. Kebersihan Lingkungan 

a. Pelaksanaan kebersihan Lingkungan 
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14. Pengentasan Kemiskinan 

a. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 

15. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

a. Pembinaan Karang Taruna serta PSM 

16. Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 

a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 

17. Peningkatan kapasitas Aparatur Desa 

a. Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel 

Adapun Evaluasi Hasil Renja Kecamatan mengwi Tahun 2020 dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 ber ikut : 



t . M l . 1 

» ! » • * • » « B M M I 

W — F O 8 K C M U T M W l O W r 

O r m a / B l f c ' 4 O I ' ^ H A fcavlatBBM t ^ a n k D K O Pn|0Ui/K«chlA4 BvUbAbr Wimr^ ttm^nm fOnii i i / — t b l B a 
• • ^ • • 4 1 

T w ^ XbMjB C B F B I M F r o * u 
P M i a i r P | M M Mt*-M91 

IBbBb R b M a i M b B l 

r . B i ^ t i F B I M BMlboM U M I M i a iMta p 4 | 

T M B H F n p u M / BiHkiBB P M M 
n i M M BMluiBB/ p - l p O I t | 

PMfc lnu N M U M M U ^ M a T W a K 
B M M a 4KP0 a/4 T B B H hMbtaa 

O r m a / B l f c ' 4 O I ' ^ H A fcavlatBBM t ^ a n k D K O Pn|0Ui/K«chlA4 BvUbAbr Wimr^ ttm^nm fOnii i i / — t b l B a 
• • ^ • • 4 1 

T w ^ XbMjB C B F B I M F r o * u 
P M i a i r P | M M Mt*-M91 

IBbBb R b M a i M b B l 

i B r a r t K l M l B 
M B M I M M U 

D U K M M M 

• l a b M B M O 
D M p a T l b . ! 

00171 

t i F B I M BMlboM U M I M i a iMta p 4 | 

T M B H F n p u M / BiHkiBB P M M 
n i M M BMluiBB/ p - l p O I t | 

• M k i u Ml* M M k M l a M 
I M l M O ' l l P O I P I 

B n a a a pOiP| 
O r m a / B l f c ' 4 O I ' ^ H A fcavlatBBM t ^ a n k D K O Pn|0Ui/K«chlA4 BvUbAbr Wimr^ ttm^nm fOnii i i / — t b l B a 

• • ^ • • 4 1 

T w ^ XbMjB C B F B I M F r o * u 
P M i a i r P | M M Mt*-M91 

IBbBb R b M a i M b B l 

i B r a r t K l M l B 
M B M I M M U 

D U K M M M 

• l a b M B M O 
D M p a T l b . ! 

00171 

f w a N K M I B F O M M • « 

S O I * 

B M M M U F D M M 

901 • 

• M l l i i a B M P F O M M m-a 

T M B H F n p u M / BiHkiBB P M M 
n i M M BMluiBB/ p - l p O I t | 

• M k i u Ml* M M k M l a M 
I M l M O ' l l P O I P I 

B n a a a pOiP| 

1 3 4 1 7 5^^711 t I l ' l o / J 

• . O l . l S 

OiMMiaiak 3 J A I * M H I f iMwIaMk ioiQ 3*;2r ̂ p - ^ 

4-011 4 -D l i i9 .01 100% 3001b 100% 100% lODIb 100% u » % 

4 011 4F01I1S - 0 1 1 
i t^v.A4ik4b4p.PH Mfc 11* Inhiift Tft Ift 

13 13 B u l M 13 B u l M 100,00 B u M 13 B u l M 34 Bulan SÔ OO B u l M 
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t O I . 4 0 I . I S . M . I S r i l l l l l l l H I ' l ' l ' J — 1 . r .) ' 1. 
M a n s 

W k H b a s| S U M b a S L a a i k * lOO/M laaiba S l a n k a 0 UMka OOiOO l a t ika 

• 01 .4.01 I S , M . » JuMab Sakaa paaHtuA paap M H B I I S a k H s S S a k H k i a l H 100,00 S a k H 3 3 4 M 0 S a k H 3 0 M R a k H 

• 0 1 . 4 . 0 1 . I S . M , 7 * P « « rM P * n > Budqa U I k H B U H H s i v n 
M M " 

0 k a ^ M H I b a p M H 1 k a p M H IDO/m k a p M H I k i p M H 3 k a p a u a 33,33 fcapMH 

l O l . 4.01. I S , OS. S I UuvUk KaaBtan I H O * Bala|ai|iu <k l a v a i M l H H M V " S k i p i i i A 1 kapMM I M p M H 10O/» k a p a u a 1 k a p M H 3 k i p a i H so/16 k a p a l H 

v o l . 4 . 0 1 . I S . M . U i l M H * p l w i O M TioakM K w w i H JiHktk K H M H U B b s U n m U M B Oka I W M S b a v M H 1 k a p M H 1 kapaUB 100,00 M p a U B 1 k i p a l M a kapaUB 46.00 k a n S H 

vol .4.01, I S . 0 0 RDOIAM R U I C A I A A I DAI RIOAIOOAIUI O M P D 100% 
100% 100% 

1.01.4.01. I S . OS. 01 jUBllaS kuku panf OUlHlkaH IS D n I l M H 3 3 E M k l H H SDibuMaa lOO/K) D a k s M 3Dakt t a « 0 DaksMH 30.00 D H i . B H 

v o l . 4 01. I S . 30 raOOIAll PU IKCA IAA I PURA iaO IA I OAIHAI 044 1D04S 100% 100% 100% • •D iv/a 

• 0 1 , 4 0 1 , I S . 3 0 . 0 4 
k a w M H 

S Kali 1 1 kaU 1 kak 100.00 kak 1 kak S kak fOM kak 

• 0 1 . 4 . 0 1 . I S . 3 0 . 0 * — M - k M M H l k — wlafcaaMBia rapM knarOifHi H t n . A l i T a M B I H so t -k ( IOKak/U4 ID 10 Kak|IOKak/llO 10 KakllOKak/ikl 100,00 KakllOKak/ilO 10 l *k ( IOKak/l l4 30 KH|IOKak/ilO 30,00 Kak(IO](ak/lfa| 

v o l . 4.01. I S , 3 0 . 0 0 P l j l l A l A W M **" ' 0 + P - U " - ! 
k a k i M w i 

* Safe 1 kali kak k 4 i 1 kak 3 kak 33,33 kak 

vol . 4 0 1 I S . 3 0 . 0 4 to Kak(10Kib/lli| 10 Kak( IOMk/lk| Ca4(10Rak/ll4 Kak(ie W U 10 Kak ( IOUk/A0 30 K H ( I O t a k / i 4 33,33 KM(IOI(ah/ll4 

• 0 1 . 4 0 1 I S . M R i e S m A l O l l DATA! UrCOtHAM StATISTII O A U A a 100% lOO% 100% 100% 100% - -

V 0 1 . 4 O l . l S , M . 0 l JiMBlak PakM/ d a n a i l M a H a b i i a t l kaaaiaalH 130 Bufca DO kuku/lalaM 30 30 Duku (30 k a k i i / l M 4 30 BsMi (30 kuku/labuiO 100,00 Duku|30kukii/lBlMM 30 Buku[30fcuku/lahai4 60 Buku[30k«ku/lalai4 KM BukuDOhuku/uka i^ 

v o l . 4 0 1 . I S , S * . 03 JimlMb * 4 i r M r H d a n i pass Aauaua 0 jaaM[lJMia./latu(4 1 ian>a(IJaaM/<aluu| iBBM(l jMaa/laliBiil i » l l J M i B / l a l a u « 1 jMaa(l jMaa/lakuiO 3 JaMl lJ iBB/IatawO 33,33 k ^ i l 3^M/iakiuO 

4 0 l . 4 O l . l S , U . 0 } P H B I H U H H w a S S H Pnbl lUku a h H A H I M kulm/ Oaia iSMi i i .una pnO Sahiialwn 130 Buka C30 kuloi/labwl 30 Bi lks DO kuka/lahui* BukB (30 buku/uha^ Buku [30 buku/Muu* 30 Buks (30 buku/uhui^ 40 BukB(30bukii/labuiO 33>3 Bu%i(30buku/ialau4 

v o l . 4 0 1 . I S . TO raOOlAH R M O K A T A I RSAMAIAI O A I U IVA ISA IA I 
UIOKOIOAI 

0 % lOOH 100% 100% 100% • P D i v /a 

4.01. 4,01. I S . T O . 03 130 Daaa/kWMahM>(30 
Daaa/ KahHiO—if latnuO 

30 30 Daaa/kakuabH (30 
Dan/Kaliifaban/t4kui4 

30 Daaa/kaliuabaB(30 
Dan/KMucabaai/uluiO 

iOD.DO Daaa/kakuabH DO 
D i l i / T*l irrab**/"V" 

30 Daaa/kaluiab«DO 
Daaa/Kabuahan/iabaH 

SO Daaa/k4uiabH(30 
Daaa/Rakuakan/tabmil 

3060 D a W k 4 u i a l H i ( 3 0 
P T I T J PtfiualHi/ i - i — r | 

101 .4 .01 .13 .70 .03 
k i L H H M 

Jumlak p i a iha i iH daa panniawaB iMMilf a a i H O H 
k a U n i b u di irilarah kaoamatu 

130 Daaa/kahmAanDO 
Daaa/KihuatiMi/iahiuO 

30 30 Daaa/kalunhH (3a 
Daaa/KakirahMi/lidiuiO 

30 Daaa/kaluialuM(30 
Pai •/ KtPifahwi/ialimO 

100,00 Daaa/kakuidiH(30 
TW'/ PfbiTf/i anf InbiiiQ 

30 D a W k a k u a h H DO 
r — J P i f iffihTn/inhiiTO 

SO DaH/kabwahH DO 
DMa/Kahuahaa/iahiiii| 

00.00 Daaa/hatuiahH(30 
DMa/KiiliiialiHi / 1 * ! " " ! ) 

4.01.4.01.19.70.01 M i A M ^ a h f f i r H i i ) 130 Daaa/kaluialMaDO 
Daaa/14wMi an/labaiO 

30 0Baa/kaluialiH(30 
Daaa/EalurdiH/lahuiO 

Daaa/kafcinihM (30 
Daaa/Kahaahaa/iMunO 

Daaii/kalurahm(30 
(%aaj • r* i . . . M . ' «/ f i « , «| 

30 Daia/k4iirabH DO 
l y Pfkmhiai/ — L , . . * 

40 Daaa/kakuabH (30 
Daaa/KakuahMi/labui* 

3 3 4 3 Daaa/fcakuakH|3a 
Daaa/KakuahH/lalau* 

4 .01 .401 . IS .79 . noORAH PINUOKATAI PAITUIPUI lUITAKAllAt DALAM 
• t U O A I O O l DISA 

100% 100% 100% IOO% 100% - • 

4.01.4.01.10.70. 10 
^ M M t a l a i p a — Daaa/ 'dkB-kH 

» Daaa 1 1 D a n 1 Daaa 100,00 D a n 1 Daaa 3 D M MM Daaa 

1 0 1 . 4 0 1 . 1 3 . 7 * . 13 a • • i n Hin l i r i i l l 
kHagaik k a f i M B H •Mpiai 

130 Daaa/KMiBakaa [30 Daaa 
/ BMuahMi/lakua) 

30 30 Daaa/KaiurahHClODMa/ 
KabBahH/lakuB 1 

30 Daaa/Kak>fakH(30 
Om*l KakirakMi/IaMm 

lOOM Daaa/KaluiahHtTO 30 Daaa/KakuakH ( H I Daaa/ 
RakwahH/UMiBl 

SO - a — f " 
Daaa/ 

9060 Daaa/EaBuaku (90 Daaa 
/ R i k u a h a n / l H i a l 

• 01 .4 . 01 .13 .TO .M JumUh C M Adal D a U * K M * M u d w k a d m 
Makiaai Praara* C B D 

334 DaaaAte 30 30 DaaaAdH 30 DaaaAdM lOOM C M A A a l 3* D a H A M i 117 DaHAAflt KM DaaaAdM 



K«ta IMRnnr R I A W J H P M M W I H B I I I I W I I / K B H M W 
TaaRd Rlaaija *'i—k» pmwum 
piaban P D | Taban OOIAOOOI 

kUbk Paaloda Ranliul 

ITwl̂ il 
TarwrtUaada 
HaaU Piâ am 
Kagdtiaafd 
DaaguTb n.a 

lao iTI 

TaTMd tan RanUind Hlaai ia Pravnm O H Kala—n Kaglalan Takua UN |n-0| 
krbbunn BanUmd Cagdna Tugat 
Ranasn 9XPD t/g Tabubarlnka 

K«ta IMRnnr R I A W J H P M M W I H B I I I I W I I / K B H M W 
TaaRd Rlaaija *'i—k» pmwum 
piaban P D | Taban OOIAOOOI 

kUbk Paaloda Ranliul 

ITwl̂ il 
TarwrtUaada 
HaaU Piâ am 
Kagdtiaafd 
DaaguTb n.a 

lao iTI 

TaTMd tan RanUind Hlaai Takua UN |n-0| 

Tartat Prntanta 1 Ragbttu (Rwijn Ptnlknil dfy-̂ T Prutawn Dan 
KagWIns 1/4 Tataa hacjabul 

(takaa •.)) pOlg) 
TNffntOagalnn Rmilliad Tarpd 

RaaatinpOlPI 
K«ta IMRnnr R I A W J H P M M W I H B I I I I W I I / K B H M W 

TaaRd Rlaaija *'i—k» pmwum 
piaban P D | Taban OOIAOOOI 

kUbk Paaloda Ranliul 

ITwl̂ il 
TarwrtUaada 
HaaU Piâ am 
Kagdtiaafd 
DaaguTb n.a 

lao iTI 

tirtat M « J > P D Tahta a.̂  

301k 

RaaUmMRMPDIabaa 

a o i n 

RmiUal Raaja PD Tabaa n.9 
Tartat Prntanta 1 Ragbttu (Rwijn Ptnlknil dfy-̂ T Prutawn Dan 

KagWIns 1/4 Tataa hacjabul 
(takaa •.)) pOlg) 

TNffntOagalnn Rmilliad Tarpd 
RaaatinpOlPI 

K«ta IMRnnr R I A W J H P M M W I H B I I I I W I I / K B H M W 
TaaRd Rlaaija *'i—k» pmwum 
piaban P D | Taban OOIAOOOI 

kUbk Paaloda Ranliul 

ITwl̂ il 
TarwrtUaada 
HaaU Piâ am 
Kagdtiaafd 
DaaguTb n.a 

lao iTI 

tirtat M « J > P D Tahta a.̂  

301k 

RaaUmMRMPDIabaa 

a o i n 

RmiUal Raaja PD Tabaa n.9 PD|TUiH BttjnMa/ n-1 pOlQ Ptnlknil dfy-̂ T Prutawn Dan 
KagWIns 1/4 Tataa hacjabul 

(takaa •.)) pOlg) 
TNffntOagalnn Rmilliad Tarpd 

RaaatinpOlPI 

4 A 0 7 n-r7/»j nRB^TSf n=i57? 
4.01.4.01.19.7«.07 130 Ilaaa/Kaluiabwi|3aiMaa 

/ Kabuaban/tabun , 
30 t>wm/tdiirahwi (10 I J M / 

m«g>tallMAy RtaiMgy J 

Oaaa/KabltabanllO Daaa/KahuW>an(30 30 D*aa/KabuahanC30Daaa/ 
Kdurrtimr/tahnn 1 40 Data/KabuahallO 

Daaa / Kahituhan/lahun 
3 3 , 3 3 Daaa/KdurahM (30 Daan 

/ KahuNiM/tnban) 
4.01 .401.19.T». 1 9 KaiUKIM Brta ViHy Kww« Tmw Jutarti pullM KWBWIM BrtA Vsllj'Kwww TWIBM 9 Pnkal 1 Frtiat .. Fahat Fakat 1 fUkH 3 PakM 99m Pahal 

4.01,4.01.19.70.03 • hiHital. 1 kjlpniijun yw^ liK lili 9 Pakat 1 Pakat PidtM FrtiM 1 PalM 3 PakM 93m fahat 

1.01.4.01.19.70.09 fUwi OUhr̂  S « Krtundiu Jumlah dulA krtuiuhwi yaoA l i i n i i i K i i i 9 0 Kahiiabao S Kduiahan Kabuaban Ktlurthn 9 Kabunhan ID Kalurahan 33,33 Kahuaban 

4.01.401.19.70.11 Tinakw ftlpiHi Kchvahaa TBrpwki TlngkM hoiHiH 
9 Oaaa 1 D M Daan Daaa 1 Data 3 Daan 33m Daaa 

4 0 1 . 4 0 1 . 1 9 . 7 0 . 3 0 MwbuaUd lnb«a rwpin wk bujMa (Uio|nnl 9 PalM 1 Pakal fakat Pukal 1 Pakat 3 PakM 3 3 m PakH 

4,01.4.01.19.70. 19 MuilHB THU RlH jiuBlub roeurUcib tBUfiu 9 Palm 1 Pakat Fakat Pakat 1 fakat 3 Pakat 33m fakat 

4.01 . 4 . 0 1 . 1 9 . 7 0 , 10 riwl iin»riliiiii|iiib M i w i t w A Pakat 1 Pakat Fakat Pakal 1 M M a PalM 33m fakM 

4.01.4.01.19.70.01 9 Pakm 1 Pakat Fakat Pakat ) Mat 3 PakM 33m Fakat 

4.01.4.01.19.70. 19 ^ n y l w i t t i i w i n kqiunun dun! u t w bnglnHigun twlEtlutrtuH 
•bMhw jumlrti K A R K U B KifuwAB P U I A A I di Krtunhwi . 9 Kabutaas 1 KaTiitahan KaUttahan KaJtuahan 1 Kalurahan 3 Kthuaban 33m BTfiTrh'4t 

4.01.4.01.19.70.93 d a l t n i H i AilimirtiMi PICK JumUh PKK dMn/lmlnnhwi ywit diW loo Daaa/KahirabaiilOODaaa 
/ Kahnrtimi/iahuul 

30 DaaiUKaluiahmilMDaaa/ 
Kaluiabml/tahun) 

3D Daaa/Kabuaban (30 Daaa/ Kdutaban/tahun 
1 
t 

100,00 Daaa/XahuahanCia 
Dana / Kahuaban/tabun 
1 

30 Dawt/Kthuaban (30 Daaa/ 
Kdurahwi/tahtM) 

40 Daaa/ Kahuaban (30 
Daan / Kirhirahaai/Tahiin 
I 

40.00 Daaa/Kduraban (30 Daaa / F*i"ntian/,»ti.>a ̂  

4.01.4.01.19.70.99 Jurnluh K«jM pMbuiMl UUMUbwbiuwia krti 9 ragaiam 1 Kagjwia I KataWtm lOOJIO Kajwia 1 Katanan 3 Kajalaa 4am Kapatan 

401.4.01.19 , 7 0 , 9 4 M i h M i n — n Imlui OtOsM Hi Pigwiui Jumlah KwpWM Lomba Oabowui Tin̂ w hapmii 9 Kagiatan 1 Kagiatan 1 Kavatan 100,00 Kawatmi 1 Kagiatan 3 Kapntan 40m Kapatan 401.4.01.19 , 7 0 , 9 4 M i h M i n — n Imlui OtOsM Hi Pigwiui Jumlah KwpWM Lomba Oabowui Tin̂ w hapmii 9 Kagiatan 1 Kagiatan 100,00 Kawatmi 1 Kagiatan 40m Kapatan 

401,4.01,19.79.99 fMboun HKaPEK.fM7wKUi.PHBa tUi L B S Jumlah h>VWWI Pnbiuuii HKO PKK. Paiywldu, PUDS 
dab LB9PKK 9 Kagiatan 1 Kavalau 1 Kapalan 100,00 Kawalan 1 Kagiatan 3 Kapatan 40m Kapatiu 

4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 1 9 , 7 0 . 9 6 dwlnniM UP3IPKK 
1 

5 Kagiatan 1 KaMalan 100,00 Kawatan 1 Kawman 3 Kapalan 40m KapatM 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 1 9 , 7 0 . 9 6 dwlnniM UP3IPKK 
1 

5 Kagiatan 1 KaMalan 1 Kawman 3 Kapalan 40m KapatM 

4.01.4.01,19.70,41 P w c H K w u a u u i a 9 KagMtan 1 KavaM 100,00 KawalMi 1 Kawatan 3 Kapalan 40m Kapatan 4.01.4.01,19.70,41 P w c H K w u a u u i a 9 KagMtan 1 KavaM 100,00 KawalMi 1 Kawatan 3 Kapalan 

4,01.4,01.19.70.43 1 Kagiatan 1 Kagiatan 100,00 Kagiattn 1 Kwiaiaa 3 Kapatan 40,00 Ktgunan 4,01.4,01.19.70.43 1 Kagiatan 1 Kagiatan 1 Kwiaiaa 3 Kapatan 40,00 Ktgunan 

4.01.4.01.19.91 PROOIUM PR0M09J U U E A T i a OAK rXUUROAYAAK MA8VAHAXAT 10049 IOCS 1004* 1004* 1004* • -

401.401.19,11,0) A PakH 1 1 Pakat t Pabat lOOJlO PakM 1 PakM 9 PakM 9 0 m Pakat 

4.01,401,19,93 PaOORAM PSRIHOATM HAIU U A A R •A910IAI> 10049 10049 1004* lOOH 1004* • -

401.401.19 , 93 . 01 PwiOHiwi Hwi-bwi B M W H M I H J . Jumlah fwioMiua Handuiri Baaw Hniimial 43 bad baaar naaloanl 7 7 had baaw nadnanl 7 had baaar naainanl 100,00 bad baaar naaiaaii] 31 twri bHHDuiDJial 9 D m bad baaar sadaanl 

401.4.01.19.99 PROORAMPBaoHOUAI KMUOAMAI BODAVA 10049 10049 1004* l o t n * 1004* 

4 . 0 1 . 4.01.19 . 99 .09 P M U n ^ M Aulm HUT M W H U F M A JuaOta K*»aun Pnu takyw dalna imwka HUT 
Uangupun A kab 1 1 kab 1 kab 100,00 krti 1 kab 50,00 Ub 

4.01 . 4.01.19 . 99 . 09 Jumlah OOM / KaUirabwi r w i i Didnta 100 Daaa/KalurahimtaOEWa 
/ Kahirahanf tahun) 

30 DaWKalufahwi(30IleH/ 
Kduiaban/tahun) 

30 Oaaa/Kabuaban (30 
Daaa / Kaltuahaii/tnbun 

I 

iOO.DO Daaa/Kabuaban (30 
Daaa / Kabuaban/tafaun 
> 

30 Daan/Kalurahan(30DM/ 
Kalurahan/tahun) T>9*ml Hcilurahan/uhuB 

) 

40,00 DaH/Kalutahan(3DDaaa 
/ Xalurataaii/lahun | 

4.01 .4.0Jil9. 99 PROORAIt T K I A T A A I 9PtfTFTTTP49l KXPBHDUBURAJI 

401.4,01.19.09.01 lumlah KK d« KTP ywia dilwhnkaa dalam aMafaua 130 DaaaJKdnnhwt fJO Dam 
/ Kakiniimi/tafaunl 30 30 Daaa/KahnnhwilSODatn/ 

Idwrt.mi/tabu.1 
30 Daaa/Kabuaban (30 

Dam / Kahuahan/tabwi 
> 

l o o m Daaa/Kabuaban (30 
Dma/ Xahuahan/tahun 
) 

30 Daaa/Iibuahn(30Data/ 
Idiaahan/tabtin) AO fttatatayittain—WpO 

1 

90m Daaa/Kabirahmi (30 Daaa 
/ Kabuaban/tahun) 

4.01. 4.01.19 , 99 r 03 FrtiiRinAnAtaiswrMi Uia U H H A llihio dim Kwil [UIIK) Jumlah dnaohcmn awat jam uaaha aahis dan kadi yang A I . * — ^ ^ . u 100 Daaa/XabuahaniaODam 
/ Kahitahan/*"9"y, 30 DaaiJKabiiahwillODHaT 

Xabuabnit/tnbuD) 
30 Daaa/Kabuaban (30 Daaa / Kahtiahan/tahun t 

1 

100,00 Daaa/lMuiahaa(30 
Daaa / Kahuaban/tabttn 
\ 1 

30 Daaa/KahUBlina[30DeMt/ 
|f«t>iMi. Ml/tabttn) 

40 Daaa/ Kabuaban (30 
Data / Kabuaban/tahun 
1 

40.00 Daaa/ Kahuaban (30 Daan 
/ KtbtTaban/tahun) 

401.4.01.19.(7 PROORAM KEBBRUHAa U I O R O I O A H JumU Uâ umn yanghaaaik 10049 10049 loot* 1004* 1004* 

4.01.4.01.19.17.01 [lilallllRiBwi hull Willi H I hinjliiiimn Bimlah Kagiaun Ptlakaanaan kahafBiban Im̂ammm A PakM 1 1 Fakat 1 fakat 100,00 Pakat 1 Pakat 9 PakM 50.m Ptaat 

4,01 . 4.01,19 . ( 7 . 03 HmHwiuB Kibwiuhw) LiniOmiiAJia Jundnh Uudujaing Kabanabaa lini^iivm di deaa/ 
Kduiahaa 

100 Daia/KsluiBban(3aDaaa 
/ Kehuahiui/lablin | 

30 DaaalKaluiahan(30Deaa/ 
Kduiaban/ tahun, 

30 Daaa/Kabuaban (30 
Daan / Kalurahan/tabus 
i 

100,00 Daaa/Kahuaban(30 
Daaa / Kduraban/taluin 
) 

30 Data/Kahuahwt [30 Data/ 
Kehuahan/tabun ] 

40 Daaa/ a»lni.Mi.M. (]D 
Daaa / Kabuaban/tabun 
) 

40,00 Data/ Rali.aaliM, (go Daaa 
/ Kahuahan/tahun ] 

401.4.01,19.00 PROORAM r Z X a i l T A A A I U M U U I A R 10049 10049 1004* lOOH 1004* 

4.01.401.19.00.01 Jumlah R T M <b Kacamaua k9.«n 33.30A ftTM13701Rnl/Tiihui4 9701 9701 R71I(370IRTH/Ti>haid 9701 mil (3701 BTM/Tahuig 100,00 RTM (3701 RTM/Tafamd 3701 RT19(3n>inil/Tidiail) 11.109 Itni(3TD1)tni/Tabui4 30m RTM (3701 Itni/Tahuig 

4.01.4.01.19.09 PROGRAM n O B O l U T A H JALAH DAK JEMBATAN 100% 1004* 1004* 1004* 1004* 

http://HKaPEK.fM7wKUi.PHBa
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi 

Kajian terhadap capaian kinerja Kecamatan Mengwi dilakukan berdasarkan 

indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mengwi 

Kabupaten Badung yang telah tertuang dalam Perubahan RFJMD 

Kabupaten Badung 2016-2021 dan Renstra Kecamatan Mengwi Kabupaten 

Badung Tabun 2016-2021. Dibawab ini disajikan tabel analisis pencapaian 

kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut: 

Tabel T - C.30 Pencapaian Kinerja Kecamatan Mengwi 

Kabupaten Badung 

1 Jumlah Prestasi Ditingkat Kabupaten 
dibidang Seni dan Budaya 

10 15 18 0 15 29 15 18 0 18 20 

2 Persentaae Pelayanan Yang tepat 
Waktu 

7 5 % 77% 79% 85% 87% 98,58% 99,67% 99,74% 99.80% 79% 85% 

3 Persentaae pengaduan Tentang 
pelayanan administrasi terpaduyang 
tertangani 

77% 78% 79% 85% 87% 82,22% 93,02% % 9 5 % 79% 85% 

4 Jumlah Nilai LKJIP 70 73 74 75 76 75,23 75,38 77,27 76 74 75 

5 Persentaae tingkat partisipasi 
masyarakat dalam penyusunan 
perencanaan pembangunan 
kecamatan 

80,85% 90% 9 5 % 97% 97% 94 ,91% 98,74% 99 ,61% 100% 9 5 % 97% 

6 Persentaae Desa dengan 
Administrasf yang Baik 

75% 80% 8 1 % 90,00% 80% 120% 

7 Persentaae laporan Kcjadian 
Ketentnunan, Ketertiban dan 
Kexawanan Sosialyang ditindaklanjuti 
Tepat Waktu 

7 5 % 78% 80% 85% 87% 83,87% 87,93% 87,50% 87.50% 80% 85% 

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan 

Mengwi Kabupaten Badung menetapkan sasaran kinerja yang merupakan 

acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

indikator kinerja merupakan suatu parsuneter yang digunakan untuk 

mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam 

pengukuran ni lai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat 

merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai 

capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang 

dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk 

menyempumakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang 

akandilaporkan. 
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Pada tabel berikut dapat dilihat Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. 

Tabel 2.1 
Indikator Kinerja Utama 

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN FORMULA SASARAN INDICATOR SASARAN Formula 
P 

(1) (2) • • P) (4) (5) • (6) 

1 T c r w u j u d n y a k e r u k u n a n 

h i d u p beragama s e r t a 

penguatan k e h i d u p a n adat 

d a n budaya 

J u m l a h P e n g u a t a n Ada t 

D a n B u d a y a 

J u m l a h Lembaga A d a t / T r a d i s i o n a l 

y a n g d i b i n a 

1 M e n i n g k a t n y a e k s i s t e n s i 

adat d a n b u d a y a 
1 

J u m l a h P r e s t a s i 

D i t i n g k a t Kabupa ten 

d i b i dang S e n i d a n 

B u d a y a 

J u m l a h J u a r a y a n g d i p e r o l e h ( juara 

1,2 d a n 3) 

S e l 

2 T c r w u j u d n y a k e p u a s a n 

masya raka t t e rhadap 

p e l a y a n a n p u U i k 

P e r s e n t a s e K e p u a s a n 

Masyarakat T e r h a d a t 

P e l ^ a n a n P u b l i k 

Jumlah Pelayanan yang dil^ani 
X10096 

Jumlah Pelayanan 

2 ) M e n i n g k a t n y a p e l a y a n a n 

[publ ik yatng t r a n s p a r a n , 

; cepat d a n m u d a h 

1 1 P e r s e n t a s e P e l a y a n a n 

[ Y a n g tepat W a k t u 

i 

2 j P e r s e n t a s e p e n g a d u a n 

( T e n t a n g p e l a y a n a n 

( a d m i n i s t r a s i t e r p a d u 

i y a n g t e r tangan i 
i 

Jumlah Bin/Non Ijin yang DikcluarliBn tepat wakw 
X100% 

Jumlah Bin/Non liia yang Dikcbadtaa 
Scks 

Sek9 

2 1 1 P e r s e n t a s e P e l a y a n a n 

[ Y a n g tepat W a k t u 

i 

2 j P e r s e n t a s e p e n g a d u a n 

( T e n t a n g p e l a y a n a n 

( a d m i n i s t r a s i t e r p a d u 

i y a n g t e r tangan i 
i 

Jumlah Pengaduan yangditan^ni 
. X 10096 
Jumlah Pengaduan 

Scks 

Sek9 

3 T c r w u j u d n y a 

P e m e r i n t a h a n D a e r a h y a n g 
b e r s i h , t r a n s p a r a n , 
akuntabe l d a n p ro f e s iona l 

P e r s e n t a s e I n t e r p r e t a s i 

H a s i l E v a l u a s i A K I P 

P e r s e n t a s e H a s i l E v a l u a s i A K I P 

K e c . M e n g w i 

1 M e n i n g k a t n y a 

A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 

1 

T ^ 

J u m l a h N i l a i L K J I P J u m l a h N i l a i L K J I P K a s 

Kev 

Seks 

3 

2 1 M e n i n g k a t n y a p a r t i s i p a s i 

Masya rakat da l am 

1 P e m b a n g u n a n 

1 

T ^ P e r s e n t a s e K e h a d i r a n 

da l am M u s r e n b a n g 

K e c a m a t a n 

Jumlah Peserta yanghadir 
X 10096 

Jumlah yang diuidang 

K a s 

Kev 

Seks 
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1 
i 

\ 

i 
j 
i 3 Persentasa Deaa Dengan 

AdminUtrul yang Baik 

Jumlah Desa/Keitjahan DenganAdmlnlsyrasi Yang Balk 
Q. — • O XIOOK 

Jumlah Desa/K ûrahan Dl Kecamatan Mengwi 

Set 

4 jTenvuJiidnyB kepatuhEia 
1 masyarakat dalam melakBanakan 
:Pctda 

i 
i 
i 

Jumlah Permasalahan 
Ketentraman dan Keterdhan 

Jumlah Kasus Pclanggaran Perdadl Kec. 
Mengwi 

1 ,Meningkatnya ketentraman dan 
:ketertjb€ia 
i I 

! 
( 
1 

1 Persentase laporan Kejadian 
Ketentraman .Ketertiban dan 
Kerawanan Sosial yang di 
Tindak Lanjuti Tepat Waktu 

laporan Kejadian Keteisnunaii ,Kefcnl>an 
dan Kerawanan Soeul 

— XlOO* 
laporan K^uIiaaKetonuaman .Kefcnlm 
dan Kerawanan Soinl ywigdi Tindak 
Lanjuti TepiuWaluu 

Set 

i 

i 
; 

1„.„ 
i 

t 

t 

i 

„J.̂ _,, 



21 

Pencapaian indikator Kinerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tabun 

2019 ditunjukkan oleb tabel berikut ini. 

Tabel 2.2 

Pengukuran Kinerja Kecamatan Mengwi 

Tabun Anggaran 2020 

No S a s a r a n S t r a t e g i s I n d i k a t o r K i n e r j a S a t u a n T a r g e t Persentase 

1 
Meningkatnya E k s i s t e n s i 
Adat dan B u d a y a 1. 

•Jumlah Prestas i D i t ingkat 
Kabupaten dibidang Seni d a n 
B u d a y a 

P res tas i O 0 0 

2 
Meningkatnya Pe l ayanan 
Publ ik yang T r a s p a r a n . C e p a t 
d a n Mudah 

2 . 
Persentase Pelayanan 
Adminis t ras i U m u m Y a n g Tepat 
Waktu 

% S 5 % 9 9 , 8 0 % 119 

3 . 
Pe r sentase Ke luhs in/ 
P e n g a d u a n Pe l ayanan 
Admin i s t r a t i f Y a n g 
D i t indak lan j ut i 

% : 85"/o ; . 9 5 % :-. 110 

3 
Meningkatnya Akuntab i l i tas 
Kiner ja K e c a m a t a n 4. 

N i l a i S A K I P K e c a m a t a n 
M e n g w i 

Nilai 7 5 7 6 100 

5. Persentase T ingka t par t i s ipas i 
m a s y a r a k a t Da l am P e n y u s u n a n 
Pe rencanaan Pembangunan D i 
K e c a m a t a n 

% 9 7 % i o o % 103 

Persentase D e s a Dengan 
Admin i s t ra s i y a n g Ba ik 

% 8 0 % 8 0 % 100 

5 
Meningkatnya K e t e n t r a m a n 

; d a n Ketent raman d a n 
-Ketertiban 

6. Persentase Laporan Kejadian 
Ke ten t r aman , Ketert iban dein 
Kerawanan Sosia l y ang f i i t indak 
l an ju t i tepat w a k t u 

% . . 8 5 % . 8 7 . 5 % 102 -

Berdasarkan basi l pengukuran kinerja Kecamatan Mengwi Kabupaten 

Badung Tahun 2020 disimpulkan babwa selurub indikator sasaran 

berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 100% kecuali 

indikator sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan 

adat,seni dan budaya sebesar 0% (kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

karena adanya refocusing anggaran). 
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B Target 0 85 85 75 97 75 85 
B Realisasi 0 99,8 95 76 100 SO 87,5 

Gambar 2.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 

2.3 Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Secara umum isi- isu penting/strategis yang dihadapi oleb 

Pemerintah Kecamatan Mengwi adalah sebagai ber ikut : 

1. Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah (Pelayanan Publik) 

Reformasi birokrasi pemerintah daerab sejak dicanankan pada tabun 

2005, senantiasa harus dilanjutkEtn secara terns menerus sehingga 

mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan. 

Reformasi birokrasi pemerintah daerab yang harus dilakukan 

ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telab dicanangkan 

adalab peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas 

aparatur uang bersih dari KKN. 

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah 

Tuntutan warga Kabupaten Badung terhadap kebutuhan pelayanan 

prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai 

kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, 
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penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap 

manajemen standar pelayanan minimal.Penataan sumber daya 

aparatur adalab budaya kerja aparatur yang lebib menekankan 

kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma 

apEiratur sebagai "pelayan masayarakat". Serta meningkatkEin 

kinerja selurub aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara 

terkoordinasi guna mengambil langkab pembabaruan sector 

penyelenggsiraan Negara dalam rangka mewujudkan good governance. 

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik 

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenaban selurub 

unsur pemerintah Kecamatan dan Desa,sedangkan penyelenggaraan 

manajemen public lebib kepadamanata pada sistem penyelenggaraan 

layanan public yang lebib responsive dan adaptif sesuai dengan 

tuntutan perkembangan jaman. Pengelolaan pelayanan publik lebib 

menekankan langkb-langkab efisiensi dan efektifitas 

birokrasinya,melalui penataan sistem dan prosedur kerja,meninjau 

kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment 

system,perbaikan kesejabteraan pegawai, serta mengubab kultur 

organisasi. 

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang 

Sasaran strategis yang harus dicapai daerab dalam kebijakan 

pengelolaan barang daerab, antara lain adalab : 

1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerab, 

menyangkut barang inventaris tanab dan bangunan, pengapusan 

barang daerab dan system pelaporan; 

2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerab; 

3. Pengamanan barang daerab; 
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4. Tersedianya data yang akurat mengenai jumlah barang daerab; 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas strategi organisasi kecamatan 

Mengwi yang barus dilakukan adalah sebagai ber ikut : 

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme 

(KKN),dengan are perubahan : 

• Manajemen perubahan (mind set dan culture set) 

• Penguatan Pengawasan 

• Penguatan akuntabilitas kinerja 

2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintaban,dengan area 

perubahan : 

• Penataan dan penguatan organisasi; 

• Penataan sumber daya manusia (SDM) 

3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan,dengan area 

perubahan : 

• Penataan peraturan perundang-undangan; 

• Penataan tatalaksana 

4. Peningkatan kualitas pelayanan public,dengan area perubahan : 

• Peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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BAB I I I 
TUJUAN DAN SASARAN 

3.1 Tujuan 

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi merupakan 

penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi organisasi yang 

menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikam-perbaikan yang 

ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mengwi pada tahun ke 4, tujuan 

yang hendak dicapai pada tahun 2021 adalah : 

1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama, serta penguatan 
kehidupan adat dan budaya; 

2. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik; 

3. Terwujudnya Pemerintahan Daerab Yang Bersih, Transparan, 
Akuntabel Dan Profesional; 

4. Terwujudnya Kepatuban Masyarakat Dalam Melaksanakan 
Perda. 

1.2 Sasaran 

Sasaran adalab merupakan penjabaran daru tujuan organisasi 

yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus 

pada penyusunan kegiatan sebingga batus bersifat spesifik, terinci,dapat 

diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin - dicapai oleh 

Kecamatan Mengwi adalab : 

1. Meningkatnya Eksistensi Adat Dan Budaya 

2. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Transparan, Cepat Dan 

Mudah 

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 

4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

5. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban 
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BAB IV 

RENCANA K E R J A DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT MENGWI 

4 .1 . Rencana Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Mengwi Tahun 
2021 

4.1.1. Pencapaian Visi dan Misi 
Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan 

kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Mengwi dalam Renja 2021 ini 

adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan 

Mengwi Kabupaten Badung 2016-2021 yang berfokus pada pencapaian visi 

dan misi Bupati Badung. 

Sesuai dengan uraian tugas masing-masing unit organisasi 

pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan 

Bupati Badung Nomor 78 Tabun 2016 Tentang Uraian Tugas Kecamatan 

Mengwi Kabupaten Badung, adapun Program dan Kegiatan yang 

dilaksanakan masing-masing seksi adalab sebagai ber ikut: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a) Program 

> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerab 

Kabupaten / Kota 

b) Kegiatan 

> Administrasi Umum Perangkat Daerah 

> Penyediaan J a s a Penunjang Urusan Pemerintahan 

Desa 

> Pemelibaraan Barang Milik Daerab Penunjang 

- Urusan Pemerintahan Daerab 

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

a) Program ^ 

> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerab 

Kabupaten/Kota 

b) Kegiatan 

> Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerab 
> Administrasi Keuangan Perangkat Daerab 
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3. Seksi Pemerintahan 

a) Program 

> Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik; 

> Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

b) Kegiatan 

> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 
dilaksanakan oleb Unit Kerja Perangkat Daerab 
Yang ada di Kecamatan 

> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

4. Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa (PMD) 

a) Program 

> Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Keluraban 

> Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa; 

b) Kegiatan 

> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

5. Seksi Pelayanan Umum 

a) Program 

> Program Penyelenggareian Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

b) Kegiatan _ 

> Pelaksanaan Urusan Pmerintaban Yang 

dilimpabkan Kepada Camat 

6. Seksi Sosial 

a) Program 

b) Kegiatan 

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) 

a) Program 



28 

> Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 

> Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum; 

b) Kegiatan 

> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 

Daerab dan Peraturan Kepala Daerab; 

> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerab 

4.1.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Dalam rangka memenubi tuntutan masyarakat dalam pelayanan, 

maka perlu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 

dengan tetap menjungjung tinggi prinsip keadilan dengan tidak mengurangi 

kualitas pelayanan itu sendiri. Masyarakat mempunyai peran yang sangat 

penting dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan. 

Kecamatan Mengwi sebagai penyelenggaraan pelayanan publik 

berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 

masyarakat sesuai dengan Keputusan Camat Mengwi Nomor 01 Tabun 

2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Umum Pada Kecamatan 

Mengwi. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan Mengwi 

adalab sebagai ber ikut : 

A.Penyampaian Pelayanan 

NO STANDAR PELAYANAN PERSYARATAN PENGELOLA 

1. Pembuatan Kartu 
Keluarga (KK) 

1. Pengantar dari desa/kelurahan 
2. Formulir permohonan KK (sesuai 

formulir permendagii nomor 19 
tahim 2010 tentang formulir dan 
buku yang digunakan dalam 
pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil) 

3. KKASU 

PELAYANAN 
UMUM 

2. Perekaman Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik 
(KTP EL) 

1. Pengantar dari desa/kelurahan 
2. Foto copy KK 
3. Formulir permohonan KTP E L 

PELAYANAN 
UMUM 
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(sesuai formulir permendagri nomor 
19 tahun 2010 ) 

4 . Fas foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar 

3 . Pembuatan Surat 
Keterangan Pindab 

1. Pengantar dari desa/kelurahan 
2 . Formulir permohonan pindah 

penduduk (sesuai fomulir 
permendagri nomor 19 tahun 2010 ) 

3 . KTP E L dan foto copy KTP E L 
4 . Foto 4 x 6 sebanyak 6 lembar 

PELAYANAN 
UMUM 

4 . Pengurusan Rekomendasi 
Ij in Mendirikan 
Bangunan (Pengesaban 
Penyanding) 

1. Berkas pexuiohonan 
2 . Foto copy KTP E L 
3 . Foto copy pelunasan pajak 
4 . Foto copy sertifikat hak milik 
5 . Foto copy gambar bangunan 
6 . Informasi tata ruang (ITK) 

PELAYANAN 
UMUM 

5 . Pengurusan Rekomendasi 
Surat Keterangan Tempat 
Usaba (SKTU) 

1. Pengantar/Surat keterangan dari 
desa/kelurahan 

2. Foto copy KTP E L 

PELAYANAN 
UMUM 

6 . Pengurusan Rekomendasi 
Surat Keterangan 
Perkawinan 

1. Pengantar/Surat keterangan dari 
desa/kelurahan 

2 . Foto copy KTP E L 

PELAYANAN 
UMUM 

7. Pengurusan Rekomendasi 
Surat Keterangan 
Kematian 

1. Pengantar/Surat keterangan dari 
desa/kelurahan 

2 . Foto copy KTP E L 

PELAYANAN 
UMUM 

8. Pengurusan Rekomendasi 
Surat Keterangan Tidak 
Mampu 

1. Pengantar/Suratketerangan dari 
desa/kelurahan 

2 . Foto copy KTP E L 

PELAYANAN 
UMUM 

9 . Pengurusan Rekomendasi 
Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK) 

1. Pengantar/Surat keterangan dari 
desa/kelurahan 

2 . Foto copy KTP E L 

PELAYANAN 
UMUM 

10. Pengurusan Rekomendasi 
Surat Keterangan Lainnya 
(Keterangan Domisili, 
Kelabiran, Beda Nama, 
Silsilab dan Susunan 
Keluarga Pensiun, Ikatan 
Dinas) 

1. Pengantar dari desa/kelurahan 
2 . Surat permohonan 
3 . Foto copy KTP E L 

PELAYANAN 
UMUM 
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11 Pengurusan Rekomendasi 
Surat Permohonan 
Bantuan Sosial bagi 
Penunggu Pasien 

1. Pengantar/Surat keterangan dari 
desa/kelurahan 

2. Foto copy KTP E L 

PELAYANAN 
UMUM 

12. Pensrurusan Surat Izin 
Usaha Mikro dan Kecil 
(lUMK) 

1. Pengantar dan Desa/Kelurahan 
- Surat Keterangan Usaha 
- Surat Keterangan Tempat Usaha 

2. Foto copy KTP E L 
3. Foto copy KK 
4. Foto 4 X 6 (2 Lembar) 
5. Foto Lokasi Usaha 
6. Mengisi Formulir Permohonan 

lUMK 

PELAYANAN 
UMUM 
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B. Prosedur Pelayanan 

1. Permohonan Kartu Keluarga (KK) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 10 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 

5. Peraturan Bupati Badung No 9 Tahun 2011 tentang 
tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
di Kabupaten Badung; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 13 Tahun 
2010 tentang Retribusi pengganti biaya cetak KK 
dan Akte catatan sipil. 

2. Persyaratan 
Pelayanan 1. Pengantar dari desa/kelurahan 

2. Formulir permohonan KK (sesuai formulir 
permendagri nomor 19 tahun 2010 tentang formulir 
dan buku yang digunakan dalam pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil) yang telah terisi dan 
ditandatangani oleh Pemohon, Kelian Dinas/Kepala 
Lingkungan dan Kepala Desa/Lurah 

3. KKAsl i 
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3. Prosedur 
Layanan 

MASYARAKAT/ 
PEMOHON 

1. Pengantar dari desaAslurahan 
2. Formulir permohonan KK (sesuai 

formulir permendagri nomor 
19 tahun 2010) 
KKAslI 

INFORMASI, 
PENOMORAN, 

REGISTRASI, VERIFIKASI 
DATA DAN RESI 
PENGAMBILAN 

PENANDATANGANAN 
DOKUMEN KKDI DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

PENGOLAHAN DATA, 
VERIFIKASI, VALtDASI 

DATA DAN PENCETAKAN 
DOKUMEN KK 

VAUDASI DATA DOKUMEN, PARAF 
OPERATOR DAN KASI PELUM 

Keterangan: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
Masyarakat menyampaikan permohonan KK 
kepada Petugas Registrasi dan Verifikasi 
Petugas Registrasi dan Verifikasi memberikan Resi 
Pengambilan kepada Pemohon 
Petugas Registrasi dan Verifikasi menyerahkan 
Permohonan KK Penduduk yang sudah benar dan 
lengkap kepada Petugas Pengolah Data untuk 
ditindak lanjuti/ dtkeijakan 
Petugas Pengolah Data mengeijakan, mencetak 
dokumen KK, paraf operator dan menyerahkan 
dokumen KK yang telah dicetak kepada Kepala 
Seksi Pelayanan Umum untuk diperiksa dan 
diparaf 
Proses Pengesahan, Penandatanganan dokumen 
KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
dan Stempel 
Dokumen Kartu Keluarga selesai, bisa diambil 
oleh Pemohon dengan menunjukan Resi 
pengambilan. 
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4. Jangka waktu 
penyelesaian 

1. Kartu Keluarga diberikan 1 hari sejak surat 
permohonan diterima oleh Petugas Registrasi dan 
Verifikasi pada Seksi Pelayanan Umum Kantor 
Camat Mengwi, 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk 
pelayanan 

Kartu Keluarga Penduduk Warga Negara Indonesia 
antara lain: 

- Asli untuk Pemohon yang bersangkutan. 
- Tembusan untuk Desa dan Keluraban, 
- Tembusan untuk Kelian Br. Dinas/Kepala 

Lingkungan, 
- Arsip Kecamatan. 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

1. Ruang tamu her-AC, meja, kursi tamu 
2. Jaringan Online 
3. Komputer dengan akses internet 
4. Printer 
5. Ruang Merokok 
6. Ruang Menyusui 
7. Water Closet 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan dl bidang 
pelayanan Administrasi Kependudukan, 

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
informasi SDM yang telah dilatih untuk 
menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, 
bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang 
memerlukan. 

9. Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Dilakukan sistem pengendaiian internal pemerintah 

dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinjni 

10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat 
disampaikan secara tertulis melalui surat yang 
ditujukan kepada: 
Camat Mengwi, Ja l an I Gusti Ngurah Rai No 112 

Mengwi 
2. Emai l : Kontak Kami pada website 

www.mengwi.badungkab.go.id 
3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 

Mengwi, Kabupaten Badung. 
11. Jumlah 

pelaksana 
1 orang petugas pada setiap kegiatan 

12. Jaminan 
pelayanan 

Kartu Keluarga ( K K ) diterbitkan dengan cepat, 
tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

http://www.mengwi.badungkab.go.id
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13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Kartu Keluarga ( K K ) yang diberikan dijamin 
keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini 
di lakukan minimal 1 kal i dalam satu tahun. 
Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk 
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan. 

2. Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL) 

NO KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2 0 0 8 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 
2 . Undang-Undang No. 2 5 Tahun 2 0 0 9 Tentang Pelayanan 

Publik; 
2 . Undang-Undang No 2 3 Tahun 2 0 0 6 Tentang 

Administrasi Kependudukan; 
o. r^ci a L u i a n JL/aeraji ivau u p a L e i i o auu . i i g i io i u i a i i u n 

2 0 1 0 tenta ng Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan ; 

4. Peraturan Bupati Badung No 9 Tahun 2 0 1 1 tentang tata 
cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Badung; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 13 Tahun 
2 0 1 0 tentang Retribusi pengganti biaya cetak K K dan 
Akte catatan sipil. 

2 . Persyaratan 
Pelayanan 

1. Pengantar dari desa/kelurahan 

2 . Formulir Perekaman KTP E L (sesuai formulir 
permendagri nomor 19 tahun 2 0 1 0 tentang 
fonnulir dan buku yang digunakan dalam 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) yang 
telah terisi dan ditandatangani oleh Pemohon, Kelian 
Dinas/Kepala Lingkungan dan Kepala Desa/Lurah, 
foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar 

3 . Fotocopy KK 
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3. Prosedur 
Layanan 

MASYARAKAT/ 
PEMOHON 

1. Pengantar dari desaAelurahan 
2. Formulir Perekaman KTP EL 

(sesuai formulir permendagri 
nomor; 19 tahun 2010) 

3. Foto 2x3 sebanyak 2 Lembar 
4. Fotocopy KK 

INFORMASI, 
PENOMORAN, 

REGISTRASI DAN 
RESI PENGAMBILAN 

PENCETAKAN DOKUMEN KTP EL 
Dl DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

PROSES PERE 
- Foto 
• Sldikjari 
• Biometrl̂ lris mata 
- Tandatangan 

ERIFIKASI, VAUDASI DATA 
I PENGESAHAN FORMUUR/ 
NOATANGAN KASI PELUM 

Keterangan : 
1. Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
2. Masyarakat menyampaikan formulir perekaman KTP 

E L kepada Petugas Registrasi dan Verifikasi 
3. Petugas Registrasi dan Verifikasi memberikan Resi 

Pengambilan kepada Pemohon 
4. Petugas Registrasi dan Verifikasi menyerahkan 

formulir perekaman KTP E L yang sudah benar dan 
lengkap kepada Kas i Pelum untuk 
disahkan/ditandatangani 

5. Formulir yang sudah ditandatangani diserahkan 
kepada Petugas Perekaman KTP E L 

6. Petugas Perekaman KTP E L mengeijakan proses 
perekaman data fisik pemohon meliputi : 
pengambilan foto, sidik ja r i , iris mata dan tanda 
tangan pemohon. 

7. Pencetakan Dokumen KTP E L di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

8. Dokumen KTP E L selesai, bisa diambil oleh 
Pemohon dengan menunjukan Resi pengambilan dan 
dilakukan proses aktifasi data KTP E L dengan sidik 
j a r i pemohon 
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4. Jangka waktu 
penyelesaian 

Proses Perekaman Data Fis ik Pemohon KTP E L 
langsung dilaksanakan ± 15 menit oleh petugas 
T\f*Tf*\ctim!in T i E t J n Rf*V«3i P f l n v j i n f i T i T T m n m T^nntnt* f ^ m r m l ' 
L / C l C x V C U l l C U L LJC lUCL kJt^JVOi . i. C l u y C U i . C U l w l l l U l l X I v C U X L U X \trCLHlCll. 

Mengwi, selama jaringan online terkoneksi ke Pusat 
Data 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk 
pelayanan 

1. Data Fisik Penduduk yang tersimpein di Pusat Data 
2. Dokumen KTP E L yang diaktifasi 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kurs i tamu 
2. Jaringan Online 
3. Peralatan Perekaman KTP E L 
4. Komputer dengan akses internet 
5. Printer 
6. Ruang Merokok 
7. Ruang Menyusui 
8. Water Closet 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan 
Administrasi Kependudukan, 

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
informasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan 
infonnasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, 
serta santun kepada pihak yang memerlukan. 

9. Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Di lakukan sistem pengendaiian internal pemerintah 

dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinyu 

10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: 
Camat Mengwi, Ja l an I Gusti Ngurah Rai No 112 
Mengwi 

2. Emai l : Kontak Kami pada website 
www.mengvvi, badungkab. go .id 

3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 
Mengwi, Kabupaten Badung. 

11. Jumlah 
pelaksana 

1 orang petugas pada setiap kegiatan 

12. Jsuninan 
pelayanan 

Dokumen KTP E L diterbitkan dengan cepat, tepat, lengkap, 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Data KTP E L yang diberikan dijamin keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayananan. 

file:///trCLHlCll
http://www.mengvvi
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3. Pembuatan Surat Keterangan Pindah 

NO KOMPONEN URAIAN 
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik; 
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan; 
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 10 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan ; 

5. Peraturan Bupati Badung No 9 Tahun 2011 tentang tata 
cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Badung; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 13 Tahun 
2010 tentang Retribusi pengganti biaya cetak K K dan 
Akte catatan sipil. 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

1. Pengantar dari desa/kelurahan 

2. Formulir permohonan pindah penduduk (sesuai fomulir 
permendagri nomor 19 tahun 2010) yang telah terisi dan 
ditandatangani oleh pemohon, kelian dinas/kepala 
lingkungan, perbekel/lurah 

3. KTP E L dan foto copy KTP E L 

4. Foto 4 x 6 sebanyak 6 lembar 

3. Prosedur 
Layanan 

MASYARAKAT/ 
PEMOHON 

Persyaratan; 
1. Pengantar daH desaAelurahan 
2. Formulir permohonan pindah 

penduduk (sesuai fomulir 
Permendagri No 19 Th 2010 

3. KTP EL dan foto copy KTP EL 
4. Foto 4x6 sebanyak 6 lembar 

INFORMASI, REGISTRASI, 
PENOMORAN, VERIFIKASI 

BERKAS DAN RESI 
PENGAMBILAN 

PENGETIKAN SURAT 
PINDAH ANTAR 

KECAMATAN 

I Selesai 

DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN CATATAN SIPIL 

PENGESAHAN 
DAN STEMPEL 

I 
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VALIDASI DATA 
PEMOHON DAN 

PARAF KASI PELUM 
TANDATANGAN 

CAMAT 

Keterangan: 

1. Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
2. Masyarakat menyampaikan formulir permohonan 

surat pindah kepada Petugas Registrasi dan 
Verifikasi 

3. Petugas Registrasi dan Verifikasi memberikan Resi 
Pengambilan kepada Pemohon 

4. Petugas Registrasi dan Verifikasi memverifikasi 
kelengkapan berkas permohonan surat pindah dan 
menyerahkan kepada Petugas Pengetikan Surat 
untuk dikerjakan. 

5. Petugas Pengetikan Surat mengeijakan penerbitan 
surat pindah dan menyerahkan kepada kepada Kas i 
Pelum untuk diperiksa dan diparaf 

6. Kasi Pelum menyerahkan surat pindah yang sudah 
diparaf kepada Camat untuk ditandatangani 

7. Camat menandatangani surat pindah dan 
diserahkan kembali kepada Kasi Pelum untuk 
pengesahan / stempel 

8. Surat pindah selesai, bisa diambil oleh Pemohon 
dengan menunjukan Resi pengambilan 

4. Jangka Waktu 
Penyelesaiana 
n 

45 menit (pada kondisi normal) 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk 
pelayanan 

1. Dokumen Surat Pindah Antar Kecamatan 
2. Berkas Surat Pindah Antar Kabupaten/Provinsi yang 

sudah disahkan untuk dilanjutkan penerbitan surat 
pindah antar kabupaten/provinsi di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
lasii i ias 

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kurs i tamu 
2. Komputer 
3. Printer 
f, Kuang lYieroKOK 
5. Ruang Menyusui 
6. Water Closet 

8. Kompetensi 
reiaKsana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan 
riominisirasi ivepenouauKan, 

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
informasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan 
informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, 
serta santun kepada pihak yang memerlukan. 

9. Pengawasan 
internal 

1, Supervisi atasan langsung 
2. Di lakukan sistem pengendaiian internal pemerintah 

dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 
Tafl 1 ̂ \ t^^y f \ ^y t^^\ F*^y^\^y y*^% 1.̂ ^̂ ^̂  4 4 yy i n 1 

o. uuaKsanaKan secara Kontinyu 10. Penanganan 
p e n g a u u c i r i , 
saran, dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara Lerxuiio m e i a i u i s u r a L y a r i g uiiujuivciix K c p a u a . 
Camat Mengwi, J a l a n I Gusti Ngurah Rai No 112 
Mengwi 

.4. c/maii . ivonra K ivami paaa weosire 
www.mengwi.badungkab.go.id 

3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 
Mengwi, Kabupaten Badung. 

11 
XX. 

u umxcixi 
pelaksana 

1 orang perugas paua seuap Kegiaxan 

12. Jaminan 
pelayanan 

Dokumen Surat Pindah diterbitkan dengan cepat, tepat, 
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

1 '5 j am inan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

uoKumen ourai t inaan yang aiDeriKan uijamin 
keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayananan. 

4. PENGURUSAN REKOMENDASI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
(PENGESAHAN PENYANDING) 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; 

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 10 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

http://www.mengwi.badungkab.go.id
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Kependudukan ; 
5. Peraturan Bupati Badung No 9 Tahun 2011 tentang tata 

cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Badung; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 13 Tahun 
2010 tentang Retribusi pengganti biaya cetak KK dan 
Akte catatan sipil. 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

1. Berkas permohonan 

2. Foto copy KTP E L 

3. Foto copy pelunasan pajak 

4. Foto copy sertifikat hak milik 

5. Foto copy gambar bangunan 

6. Informasi tata ruang (ITR) 

3. Prosedur 
Layanan 

Persyaratan: 
1. Berkas permohonan 
2. Foto copy KTP EL 
3. Foto copy pelunasan pajak 
4. Foto copy sertifikat hak milik 

MASYARAKAT/ 5, Fotocopygambarbangunan REGISTRASI, 
PEMOHON 6. InformasltataruangtrTR, .^^^'^rMZN 

Persyaratan: 
1. Berkas permohonan 
2. Foto copy KTP EL 
3. Foto copy pelunasan pajak 
4. Foto copy sertifikat hak milik 

MASYARAKAT/ 5, Fotocopygambarbangunan REGISTRASI, 
PEMOHON 6. InformasltataruangtrTR, .^^^'^rMZN 

l^^^^j^^^Bfl Tidak Lengkap | : 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

TANDA TANGAN CAMAT ; • ,.; V 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H PENGESAHANDAN .̂ Ĵ 3̂>̂ .:-;'.:U 

VAUDASI/PERIKSA 
DOKUMEN DAN PARAF KASI 

Keterangan : 
1. Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
2. Masyarakat menyampaikan permohonan pengesahan 
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IMB/Penyanding kepada Petugas Registrasi dan 
Verifikasi 

3. Petugas Registrasi dan Verifikasi memberikan Resi 
Pengambilan kepada Pemohon 

4. Petugas Registrasi dan Verifikasi memverifikasi 
kelengkapan berkas penriohonan pengesahan 
IMB/penyanding dan menyerahkan kepada Kas i 
Pelum untuk diperiksa dan diparaf. 

5. Kas i Pelum menyerahkan permohonan pengesahan 
dokumen IMB/Penyanding yang sudah diparaf 
kepada Camat untuk ditandatangani 

6. Camat menandatangani permohonan pengesahan 
dokumen IMB/Penyanding dan diserahkan kembali 
kepada Kasi Pelum untuk pengesahan/stempel 

/ . r^ C I I l l U I i U I l c U l p C I l g C o c U l c L I i U U l ^ L i l X i C I i l i V l O / £ ^ C l i j r c t I l U . i l l g 

selesai, bisa diambil oleh Pemohon dengan 
menunjukan Resi pengambilan 

4. Jangka Waktu 
Penyelesaiana 
n 

35 menit (pada kondisi normal) 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk 
pelayanan 

1. Dokumen permohonan IMB/Penyanding yang telah 
disahkan 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kurs i tamu 
2. Meja, Kurs i Keija 
3. RakArs ip 
4. Ruang Merokok 
5. Ruang Menyusui 
6. Water Closet 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan 
Administrasi Kependudukan, 

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
informasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan 
informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, 
serta santun kepada pihak yang memerlukan. 

9. Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Di lakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 

pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinyu 

10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: 
Camat Mengwi, Ja l an I Gusti Ngurah Rai No 112 
Mengwi 

2. Emai l : Kontak Kami pada website 
www.mengwi.badungkab.go.id 

3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 
Mengwi, Kabupaten Badung. 

11. Jumlah 1 (satu) orang petugas pada setiap kegiatan 

http://www.mengwi.badungkab.go.id
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pelaksana 
12. Jaminan 

pelayanan 
Pengesahan Dokumen yang cepat, tepat, lengkap, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Pengesahan Dokumen yang diberikan dijamin 
keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayananan. 

5. Pengurusan Rekomendasi Surat Keterangan Tempat Usaha 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; 

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 10 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan ; 

5. Peraturan Bupati Badung No 9 Tahun 2011 tentang tata 
cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Badung; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 13 Tahun 
2010 tentang Retribusi pengganti biaya cetak KK dan 
Akte catatan sipil. 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. Berkas surat keterangan 
disahkan/dilegalisasi 

2. Koto copy KTP E L 

yang akan 

Prosedur 
Layanan 

MASYARAKAT/ 
PEMOHON 

Persyaratan: 
1. Berkas surat keterangan yang 

akan dlsahkan/dllegallsasI 
2. Foto copy KTP EL 

REGISTRASI, 
VERIFIKASI DATA 

DAN PENOMORAN 

Selesai 

PENGESAHAN 
DAN STEMPEL 

1 ^ 
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PENGESAHAN/TANDA TANGAN 
KASI PELUM, SEKCAM/CAMAT 

Keterangan : 
1. Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
2. Masyarakat menyampaikan peniiohonan pengesahan 

surat keterangan kepada Petugas Registrasi dan 
Verifikasi 

3. Petugas Registrasi dan Verifikasi memberikan Resi 
Pengambilan kepada Pemohon 

4. Petugas Registrasi dan Verifikasi memverifikasi 
kelengkapan berkas permohonan surat keterangan 
dan menyerahkan kepada Kas i 
Pelum/Sekcam/Camat untuk diperiksa dan 
ditandata ngani. 

5. Kasi Pelum/Sekcam/Camat menyerahkan 
permohonan pengesahan surat keterangan yang 
sudah ditandatangani untuk distempel 

6. Peiiiiohonan pengesahan surat keterangan selesai, 
bisa diambil oleh Pemohon dengan menunjukan Resi 
pengambilan 

4. Jangka Waktu 
Penyelesaiana 
n 

20 menit (pada kondisi normal) 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk 
pelayanan 

L Surat Keterangan yang telah disahkan atau dilegalisir 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kurs i tamu 
2. Meja, Kurs i Kerja 
3. Rak Arsip 
4. Ruang Merokok 
5. Ruang Menyusui 
6. Water Closet 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan 
Administrasi Kependudukan, 

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
infonnasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan 
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informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, 
serta santun kepada pihak yang memerlukan. 

9. Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Di lakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 

pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinyu 

10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: 
Camat Mengwi, Ja l an I Gust i Ngurah Rai No 112 
Mengwi 

2. Emai l : Kontak Kami pada website 
www.mengwi. badungkab. go. id 

3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 
Mengwi, Kabupaten Badung. 

11. Jumlah 
pelaksana 

1 (satu) orang petugas pada setiap kegiatan 

12. Jaminan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang cepat, tepat, lengkap, 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang diberikan dijamin 
keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
minimal 1 kal i dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayananan. 

6. PENGURUSAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN PERKAWINAN 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; 

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 10 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan ; 

5. Peraturan Bupati Badung No 9 Tahun 2011 tentang tata 
cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Badung; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 13 Tahun 
2010 tentang Retribusi pengganti biaya cetak K K dan 
Akte catatan sipil. 

2. Persyaratan 1. Berkas surat keterangan yang akan 

http://www.mengwi
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Pelayanan disahkan / dilegalisasi 

2. Foto copy KTP E L 

3. Prosedur 
Layanan 

MASYARAKAT/ 
PEMOHON 

Persyaratan: REGISTRASI, 
1. Berkas surat keterangan yang VERIFIKASI DATA 

akan disahkan/dilegalisasi DAN PENOMORAN 
2. Foto copy KTP EL 

Selesai 

PENGESAHAN 
DAN STEMPEL 

PENGESAHAN DAN TANDA TANGAN 
KASI PELUM, SEKCAM/CAMAT 

Keterangan : 
1. Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
2. Masyarakat menyampaikan permohonan pengesahan 

surat keterangan kepada Petugas Registrasi dan 
Verifikasi 

3. Petugas Registrasi dan Verifikasi memberikan Resi 
Pengambilan kepada Pemohon 

4. Petugas Registrasi dan Verifikasi memverifikasi 
kelengkapan berkas permohonan surat keterangan 
dan menyerahkan kepada Kas i 
Pelum/Sekcam/Camat untuk diperiksa dan 
ditandatangani. 

5. Kas i Pelum/Sekcam/Camat menyerahkan 
permohonan pengesahan surat keterangan yang 
sudah ditandatangani untuk distempel 

6. Permohonan pengesahan surat keterangan selesai, 
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bisa diambil oleh Pemohon dengan menunjukan Resi 
T T P n p a m hi 1 n 

4. Jangka Waktu 
Penyelesaiana 
n 

20 menit (pada kondisi normal) 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk 
pelayanan 

2. Surat Keterangan yang telah disahkan atau dilegalisir 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kurs i tamu 
2. Meja, Kurs i Kerja 
3. RakArs ip 
4. Ruang Merokok 
5. Ruang Menyusui 
6. Water Closet 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan 
Administrasi Kependudukan, 

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
informasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan 
informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, 
serta santun kepada pihak yang memerlukan. 

9. Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Di lakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 

pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinyu 

10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: 
Camat Mengwi, Ja l an I Gust i Ngurah Rai No 112 
Mengwi 

2. Emai l : Kontak Kami pada website 
www.mengwi.badungkab.go.id 

3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 
Mengwi, Kabupaten Badung. 

11. Jumlah 
pelaksana 

1 (satu) orang petugas pada setiap kegiatan 

12. Jaminan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang cepat, tepat, lengkap, 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang diberikan dijamin 
keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
minimal 1 kal i dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan 

http://www.mengwi.badungkab.go.id
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Pelaksana tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayananan. 

7* PENGURUSAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN KEMATIAN 

NO KOMPONEN URAIAN 
1 
J . . L /doct l n . U i v . L l l X i 1 T T n H n r i C T - T T n H a n a Mr* 1 4 T n T i i i n Of l f lR Tt^rtfa-na 

1 . t J l i U c L i l g - I J I i U c U l g l i U 1*T i c U l U I i ^\J\JO i C I l L c L I l g 

Keterbukaan Infonnasi Publik; 
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik; 
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan; 
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 10 Tahun 

2010 tenta ng Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan ; 

5. Peraturan Bupati Badung No 9 Tahun 2011 tentang tata 
cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Badung; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 13 Tahun 
2010 tentang Retribusi pengganti biaya cetak KK dan 
Akte catatan sipil. 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

1. Berkas surat keterangan yang akan 
disahkan/dilegalisasi 

2. Foto copy KTP E L 
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3. Prosedur 
Layanan 

MASYARAKAT/ 
PEMOHON 

Persyaratan: 
1. Berkas surat keterangan yang 

akan disahkan/dilegalisasi 
2. FotocopyKTPEL 

REGISTRASI, 
VERIFIKASI DATA 

DAN PENOMORAN 

PENGESAHAN DAN TANDA TANGAN 
KASI PELUM, SEKCAM/CAMAT 

Keterangan : 
1. Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
2. Masyarakat menyampaikan permohonan pengesahan 

surat keterangan kepada Petugas Registrasi dan 
Verifikasi 

3. Petugas Registrasi dan Verifikasi memberikan Resi 
Pengambilan kepada Pemohon 

4. Petugas Registrasi dan Verifikasi memverifikasi 
kelengkapan berkas permohonan surat keterangan 
dan menyerahkan kepada Kasi 
Pelum/Sekcam/Camat untuk diperiksa dan 
ditandatangani. 

5. Kas i Pelum/Sekcam/Camat menyerahkan 
permohonan pengesahan surat keterangan yang 
sudah ditandatangani untuk distempel 

6. Permohonan pengesahan surat keterangan selesai, 
bisa diambil oleh Pemohon dengan menunjukan Resi 
pengambilan 
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4. Jangka Waktu 
Penyelesaiana 
n 

20 menit (pada kondisi normal) 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk 
pelayanan 

Surat Keterangan yang telah disahkan atau dilegalisir 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kurs i tamu 
2. Meja, Kurs i Kerja 
3. RakArs ip 
4. Ruang Merokok 
5. Ruang Men3aisui 
6. Water Closet 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan 
Administrasi Kependudukan, 

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
informasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan 
informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, 
serta santun kepada pihak yang memerlukan. 

9. Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Di lakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 

pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinyu 

10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: 
Camat Mengwi, Ja l an I Gusti Ngurah Rai No 112 

Mengwi 
2. Email : Kontak Kami pada website 

www.mengwi.badungkab.go.id 
3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 

Mengwi, Kabupaten Badung. 
11. Jumlah 

pelaksana 
1 (satu) orang petugas pada setiap kegiatan 

12. Jaminan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang cepat, tepat, lengkap, 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang diberikan dijamin 
keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
minimal 1 kal i dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayananan. 

http://www.mengwi.badungkab.go.id
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8. Pengurusan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; 

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan; 

4. Peraturan uaeran Kaoupaten rsauung INO l u l anun 
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan ; 

5. Peraturan Bupati Badung No 9 Tahun 2011 tentang tata 
cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Badung; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 13 Tahun 
2010 tentang Retribusi pengganti biaya cetak K K dan 
Akte catatan sipil. 

* 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

1. Berkas surat 
disahkan /dilegalisasi 

2. Foto copy KTP E L 

keterangan yang akan 

3. Prosedur 
Layanan MASYARAKAT/ Persyaratan: REGISTRASI, 

PEMOHON l.Berkas surat keterangan yang VERIFIKASI DATA 
akan disahkan/dilegalisasi DAN PENOMORAN 

2.FotocopyKTPEL 

Selesai 

PENGESAHAN 
DAN STEMPEL 

PENGESAHAN DAN TAN DA TANGAN 
KASI PELUM. SEKCAM/CAMAT 
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Keterangan : 

1. Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
2. Masyarakat menyampaikan peraiohonan pengesahan 

surat keterangan kepada Petugas Registrasi dan 
Verifikasi 

3. Petugas Registrasi dan Verifikasi memberikan Resi 
Pengambilan kepada Pemohon 

4. Petugas Registrasi dan Verifikasi memverifikasi 
kelengkapan berkas permohonan surat keterangan 
dan menyerahkan kepada Kas i 
Pelum/Sekcam/Camat untuk diperiksa dan 
ditandatangani. 

5. Kas i Pelum/Sekcam/Camat menyerahkan 
peniiohonan pengesahan surat keterangan yang 
sudah ditandatangani untuk distempel 

O . r c l l l l O l i U I l c i l l p c l l g e o a l l d J l o U l e i L i \ . C L C l c L I l g c U l o C i C o c t l , 

bisa diambil oleh Pemohon dengan menunjukan Resi 
pengambilan 

4. Jangka Waktu 
Penyelesaiana 
n 

20 menit (pada kondisi normal) 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk 
pelayanan 

Surat Keterangan yang telah disahkan atau dilegalisir 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kurs i tamu 
2. Meja, Kurs i Kerja 
3. RakArs ip 
4. Ruang Merokok 
5. Ruang Menyusui 
6. Water Closet 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan 
Administrasi Kependudukan, 

2. SDM yang memiliki keterampilein mengelola data dan 
informasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan 
infonnasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, 
serta santun kepada piheik yang memerlukan. 

9. Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Di lakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 

pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinyu 

10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: 
Camat Mengwi, Ja l an I Gusti Ngurah Rai No 112 
Mengwi 

2. Emai l : Kontak Kami pada website 
www.mengwi.badungkab.go.id 

http://www.mengwi.badungkab.go.id


52 

3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 
Mengwi, Kabupaten Badung. 

11. Jumlah 
pelaksana 

1 (satu) orang petugas pada setiap kegiatan 

12. Jaminan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang cepat, tepat, lengkap, 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang diberikan dijamin 
keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
minimal 1 kal i dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayananan. 

9. PENGURUSAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN CATATAN 
KEPOLISIAN (SKCK) 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; 

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 10 Tahun 
2010 tenta ng Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan ; 

5. Peraturan Bupati Badung No 9 Tahun 2011 tentang tata 
cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Badung; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 13 Tahun 
2010 tentang Retribusi pengganti biaya cetak K K dan 
Akte catatan sipil. 

2 Persyaratan 
Pelayanan 

1. Berkas surat keterangan yang akan 
disahkan/dilegalisasi 

2. Foto copy KTP E L 
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3. Prosedur 
Layanan 

MASYARAKAT/ 
PEMOHON 

Persyaratan: 
1. Berkas surat keterangan yang 

akan disahkan/dilegalisasi 
2. Foto copy KTP EL 

REGISTRASI, 
VERIFIKASI DATA 

DAN PENOMORAN 

PENGESAHAN DAN TANDA 
TANGAN KASI PELUM, 

SEKCAM/CAMAT 

Keterangan : 

1. Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
2. Masyarakat menyampaikan permohonan pengesahan 

surat keterangan kepada Petugas Registrasi dan 
Verifikasi 

3. Petugas Registrasi dan Verifikasi memberikan Resi 
Pengambilan kepada Pemohon 

4. Petugas Registrasi dan Verifikasi memverifikasi 
kelengkapan berkas permohonan surat keterangan 
dan menyerahkan kepada Kasi 
Pelum/Sekcam/Camat untuk diperiksa dan 
ditandatangani. 

5. Kasi Pelum/Sekcam/Camat menyerahkan 
permohonan pengesahan surat keterangan yang 
sudah ditandatangani untuk distempel 

6. Permohonan pengesahan surat keterangan selesai, 
bisa diambil oleh Pemohon dengan menunjukan Resi 
pengambilan 
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4. Jangka Waktu 
Penyelesaiana 
n 

20 menit (pada kondisi normal) 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

ft 

pelayanan 
o u i d L iveterangan yang reian uisanKan a iau auegaiisir 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kurs i tamu 
2. Meja, Kurs i Kerja 
3. RakArs ip 
4. Ruang Merokok 
5. Ruang Menyusui 
6. Water Closet 
7. 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan 
Administrasi Kependudukan, 

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
infoiniasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan 
informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, 
serta santun kepada pihak yang memerlukan. 

9. Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Di lakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 

pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinyu 

1 n renanganan 
pengaduan, 

masukan 

1 . rcngaauan, saran, aan masuKan aapat aisampaiKan 
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: 

^ d l l l c t L I V i C l l g W l , U c u d l l 1 V J L X o U . i N g U r d l J . i i U 1 

Mengwi 
2. Emai l : Kontak Kami pada website 

VV W W . l i l C i i g V V l . U c i U u l j g K . c L i J . g U . l U 

3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 
Mengwi, Kabupaten Badung. 

1 1 1 1 . O U l l l l c U l 

pelaksana 
X iOtXLKXf U l c U l g J J C L U g c t o ^ C L U c L o C U U ^ K C g i U L c U I 

12. Jaminan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang cepat, tepat, lengkap, 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

13 iJaminan 
V / 4ytiXX 

keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Peneesahan Surat Keterangan vang diberikan dijamin 
keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 
"Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan in i dilakukan 
minimal 1 kal i dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayananan. 

http://UciUuljgK.cLiJ.gU.lU
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10. Pengurusan Rekomendasi Surat Keterangan La innya (Keterangan 
Domisi l i , Kke lah i ran , Beda Nama, S i l s i lah Dan Susunan Keluarga 
Pensiun). 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. D a s a r H u k u m 1. Undang-Undang No 14 T a h u n 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publ ik ; 

2. Undang-Undang No. 25 T a h u n 2009 Tentang Pe layanan 
Publ ik ; 

3 . Undang-Undang No 23 T a h u n 2006 Tentang 
Admin is t ras i Kependudukan ; 

4. Pe ra turan Daerah Kabupaten B a d u n g No 10 T a h u n 
2010 tentang Penyelenggaraan Admin is t ras i 
Kependudukan ; 

5. Pe ra turan Bupa t i B a d u n g No 9 T a h u n 2 0 1 1 tentang ta ta 
c a r a pendaftaran Penduduk dan Pencatatan S ip i l di 
Kabupaten Badung ; 

6. Pera turan Daerah Kabupaten B a d u n g No 13 T a h u n 
2010 tentang Retr ibus i pengganti b iaya cetak K K dan 
Akte catatan s ip i l . 

2 . Persyara tan 
Pe layanan 

1. B e r k a s sura t keterangan yang a k a n 
disahkan/di legal isas i 

2. Fotocopy K T P E L 

3. Prosedur 
Layanan 

MASYAFIAKAT/ Persyaratan: REGISTRASI, 
PEMOHON ^' ^^^^^^ keterangan yang VERIFIKASI DATA 

akan disahkan/dilegalisasi DAN PENOMORAN 
2 . Foto copy KTP EL 

^^^^^^^^^ Selesai ^^^^^^^^^ 

UAWSTEMPEL ^ 

w 
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PENGESAHAN DAN TANDA 
T A N G A N K A S I P E L U M , 

SEKCAM/CAMAT 

Keterangan : 

1. Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
2. Masyarakat menyampa ikan permohonan pengesahan 

su ra t keterangan kepada Petugas Registrasi dan 
Ver i f ikas i 

3 . Petugas Registrasi dan Ver i f ikas i member ikan Res i 
Pengambilan kepada Pemohon 

4. Petugas Registrasi dan Ver i f ikas i memveri f lkasi 
ke lengkapan berkas permohonan su ra t keterangan 
dan menyerahkan kepada K a s i 
Pe lum/Sekcam/Camat u n t u k d iper iksa dan 
ditandatangani. 

5. K a s i Pe lum/Sekcam/Camat menyerahkan 
permohonan pengesahan su ra t keterangan yang 
s u d a h ditandatangani u n t u k distempel 

6. Permohonan pengesahan su ra t keterangan selesai, 
b i sa d iambi l oleh Pemohon dengan menun jukan Res i 

4. J a n g k a W a k t u 
Penyelesaiana 
n 

20 menit (pada kondis i normal) 

5. B iaya/tar i f T i dak dipungut b iaya 

6. Produk 
pe layanan 

S u r a t Keterangan yang te lah d i s a h k a n a t a u dilegalisir 

7. Sa rana , 
p rasa rana , 
dan/a tau 
fasi l i tas 

1. Ruang t a m u ber-AC, meja, k u r s i t a m u 
2. Meja, K u r s i Ker ja 
3 . R a k A r s i p 
4. R u a n g Merokok 
5. Ruang Menyusui 
6. Water Closet 

8, Kompetensi 
Pe l aksana 

1. S D M yang memi l ik i pengetahuan d i bidang pe layanan 
Admin is t ras i Kependudukan, 

2. S D M yang memi l ik i keterampi lan mengelola data dan 
informasi S D M yang te lah di lat ih u n t u k menyampa ikan 
informasi secara lengkap, t e rbuka , bertanggungjawab, 
ser ta s an tun kepada p ihak yang memer lukan . 

9. Pengawasan 
interna l 

1. Superv is i a tasan langsung 
2. D i l a k u k a n s is tem pengendalian interna l pemerintah dan 

pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3 . D i l a k s a n a k a n secara kont inyu 
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10. Penanganan 
pengaduan, 
s a r a n , dan 
m a s u k a n 

1. Pengaduan, s a r a n , dan m a s u k a n dapat d i sampa ikan 
secara tertul is mela lu i su ra t yang d i tu jukan kepada: 
Cama t Mengwi, J a l a n I G u s t i Ngurah R a i No 112 

Mengwi 
2. E m a i l : Kontak K a m i pada website 

www.mengwi.badungkab.go.id 
3 . Kotak S a r a n dan Pengaduan Yang ada d i Kantor 

Mengwi, Kabupaten Badung . 

1 1 . J u m l a h 
pe laksana 

1 (satu) orang petugas pada setiap kegiatan 

12. J a m i n a n 
pe layanan 

Pengesahan S u r a t Keterangan yang cepat, tepat, lengkap, 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

13. J a m i n a n 
keamanan dan 
kese lamatan 
pe layanan 

Pengesahan S u r a t Keterangan yang d iber ikan di jamin 
keabsahannya . 

14. E v a l u a s i 
k iner ja 
Pe l aksana 

E v a l u a s i penerapan standar pe layanan in i d i l akukan 
min ima l 1 ka l i da lam s a t u t a h u n . Se lan jutnya d i l akukan 
t indakan perba ikan u n t u k menjaga dan meningkatkan 
k iner ja pe layananan. 

1 1 . Pengurusan Rekomendasi Surat Permohonan Bantuan Sosia l Bagi 
Penunggu Pasien 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. D a s a r H u k u m 1. Undang-Undang No 14 T a h u n 2008 Tentang 
Ke te rbukaan Informasi Publ ik ; 

2. Undang-Undang No. 25 T a h u n 2009 Tentang Pe layanan 
Publ ik ; 

3 . Undang-Undang No 23 T a h u n 2006 Tentang 
Admin is t ras i Kependudukan; 

4. Pera turan Daerah Kabupaten B a d u n g No 10 T a h u n 
2010 tentang Penyelenggaraan Admin is t ras i 
Kependudukan ; 

5. Pe ra turan Bupa t i B a d u n g No 9 T a h u n 2 0 1 1 tentang ta ta 
c a r a pendaftaran Penduduk dan Pencatatan S ip i l d i 
Kabupaten Badung ; 

6. Pera turan Daerah Kabupaten B a d u n g No 13 T a h u n 
2010 tentang Retr ibus i pengganti b iaya cetak K K dan 
Akte catatan s ipi l . 

2. Persyaratan 
Pe layanan 

1. B e r k a s su ra t keterangan yang a k a n 
disahkan/di legal isas i 

2. Foto copy K T P E L 

http://www.mengwi.badungkab.go.id
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3 . Prosedur 
L a y a n a n 

MASYARAKAT/ Persyaratan: REGISTRASI. 
PEMOHON 3. Berkas surat keterangan yang VERIFIKASI DATA 

v iu uiM akan disahkan/dilegaltsasi DAN PENOMORAN 
4. Foto copy KTP EL 

Selesai 

PENGESAHAN 
DAN STEMPEL 

t *W ' j 
I,.. „•,-„ ,„.„;,,,•,71*'„«,.,• ,-i 

PENGESAHAN DAN TANDA TANGAN 
KASI PELUM, SEKCAM/CAMAT ' 

Ke t e rangan : 
1. Masyarakat mengambi l Nomor At rean 
2 . Masyarakat menyampa ikan peni iohonan pengesahan 

s u r a t permohonan kepada Petugas Registrasi dan 
Ver i f ikasi 

3 . Petugas Registrasi d a n Ver i f ikasi member ikan Res i 
Pengambilan kepada Pemohon 

4. Petugas Registras i d a n Ver i f ikas i memveri f ikasi 
kelengkapan berkas permohonan su ra t dan 
menyerahkan kepada K a s i Pe lum/Sekcam/Camat , 
u n t u k d iper iksa dan ditandatangani . 

5. K a s i Pe lum/Sekcam/Camat menye rahkan 
permohonan pengesahan su ra t keterangan yang 
s u d a h ditandatangani u n t u k distempel 

6. Permohonan pengesahan su ra t permohonan selesai , 
b i sa d iambi l oleh Pemohon dengan m e n u n j u k a n Res i 
pengambilan 

4. J a n g k a W a k t u 
Penyelesa iana 
n 

20 menit (pada kondis i normal) 
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5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

O. FroQUk 
pelayanan 

ourat Keterangan yang teian uisanKan a iau aiiegaiisir 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasiUtas 

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kurs i tamu 
2. Meja, Kurs i Kerja 

3. RakArs ip 
4. Ruang Merokok 
5. Ruang Menyusui 
6. Water Closet 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan 
Administrasi Kependudukan, 

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
informasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan 
informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, 
serta santun kepada pihak yang memerlukan. 

9. Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Di lakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 

pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinyu 

10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: 
Camat Mengwi, Ja l an I Gusti Ngurah Rai No 112 

Mengwi 
2. Emai l : Kontak Kami pada website 

www.mengwi.badungkab.go.id 
3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 

Mengwi, Kabupaten Badung. 
11. Ju m lah 

pelaksana 
1 (satu) orang petugas pada setiap kegiatan 

12. Jaminan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang cepat, tepat, lengkap, 
dan dapat dipeitanggungjawabkan. 

13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang diberikan dijamin 
keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
minimal 1 kal i dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayananan. ^ ' 

http://www.mengwi.badungkab.go.id
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11. PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN K E C I L (lUMK) 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; 

3. Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 
untuk Usaha Mikro dan Kecil; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 63 
Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan 
Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

1. Pengantar dai Desa 

- Surat Keterangan Usaha 

- Surat Keterangan Tempat Usaha 

2. Fotocopy KTP E L 
3. Foto copy K K 
4. Foto Terbaru 4 x 6 (2 Lembar) 
5. Mengisi Formulir Permohonan lUMK 

3. Prosedur 
Layanan 

MASYARAKAT/ 
PEMOHON 

Persyaratan: 
1. Pengantar dari Desa/Kelurahan 

- Surat Keterangan Usaha 
- Surat Keterangan Tempat 

Usaha 
2. Fotocopy KTP EL 
3. Foto copy KK 
A. Foto Terbaru 4 x 6 (2 Lembar) 
5. Mengisi Formulir Permohonan 

REGISTRAS1, 
VERIFIKASI DATA DAN 

PENOMORAN 

mm 
TidakLengkap ^ 1 

Selesal 1 

PENGESAHAN DAN TANDA TANGAN 
KASI PELUM, SEKCAM/CAMAT 

PENGETIKAN, PENCETAKAN 
POKUMEN lUMK, VAUDASI 

DATA DAN PARAF KASI 
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Keterangan : 

1. Masyarakat mengambil Nomor Atrean 
2. Masyarakat menyampaikan berkas pennohonan 

lUMK kepada Petugas Registrasi dan Verifikasi 
3. Petugas Registrasi dan Verifikasi memberikan Resi 

Pengambilan kepada Pemohon 
4. Petugas Registrasi dan Verifikasi memverifikasi 

kelengkapan berkas pennohonan surat pindah dan 
menyerahkan kepada Petugas Pengetikan Surat 
untuk dikerjakan. 

5. Petugas Pengetikan Surat mengerjakan penerbitan 
Surat Izin Usaha Mikro dan Keci (lUMK) dan 
menyerahkan kepada kepada Kas i Pelum untuk 
diperiksa dan diparaf 

6. Kasi Pelum menyerahkan Surat Izin Usaha Mikro dan 
Keci (lUMK) yang sudah diparaf kepada Camat 
untuk ditandatangani 

/. v^amai menanaaTangani surat pinaan aan 
diserahkan kembali kepada Kas i Pelum untuk 
pengesahan/stempel 

8. Surat pindah selesai, bisa diambil oleh Pemohon 
dengan menunjukan Resi pengambilan 

4. Jangka Waktu 
Penyelesaiana 
n 

20 menit (pada kondisi normal) 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk 
pelayanan 

Surat Keterangan yang telah disahkan atau dilegalisir 

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas 

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kurs i tamu 
2. Meja, Kurs i Kerja 
3. RakArs ip 
4. Ruang Merokok 
5. Ruang Menyusui 
6. Water Closet 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan 
Administrasi Kependudukan, 

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
informasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan 
infoiiiiasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, 
serta santun kepada pihak yang memerlukan. 
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9. Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Di lakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 

pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinyu 

10. Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: 
Camat Mengwi, Ja l an I Gust i Ngurah Rai No 112 
Mengwi 

2. Emai l : Kontak Kami pada website 
www.mengwi.badungkab.go.id 

3. Kotak Saran dan Pengaduan Yang ada di Kantor 
Mengwi, Kabupaten Badung. 

11. Jumlah 
pelaksana 

1 (satu) orang petugas pada setiap kegiatan 

12. Jaminan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang cepat, tepat, lengkap, 
dan dapat dipeitanggungjawabkan. 

13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Pengesahan Surat Keterangan yang diberikan dijamin 
keabsahannya. 

14. Evaluasi 
kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan 
minimal 1 kal i dalam satu tahun, Selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayananan. 

http://www.mengwi.badungkab.go.id
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4.1.3 Jumlah Program dan Kegiatan 
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka 

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah oprasionalnya hams 

dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti 

peraturan pemndang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Mengwi Kabupaten 

Badung. 

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2021: 

Jumlah Program : 15 Program 

Jumlah Kegiatan : 65 Kegiatan 

Pagu Indikatif APBD 

• Belanja Tidak Langsung : 18.509.107.587,00,-

• Belanja Langsung : 17.752.226.640,84-

Uraian mmusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mengwi Tahun 

2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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' •• Tabel.T-Vl.C.l ' 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mengwi Tahun 2021 ' 

dan Prakiraan Ma]u Tahun 2022 

Kabupaten Badung 

Nama PD ! Kecamatan Mengwi Pagu : Rp. 17.752.22».640,»* 

Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Progra m / Keg iatan 

Rerrcaru Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Progra m / Keg iatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 
Lokasi TSr^Gt C3p3l3Tt Kinfifjd Kebutuhan Dana/Paou 

l!UlilyJ£C 
SuintiGr 03113 

Catalan Pen ting Target capalan 
klneria 

Kebutuhan Dana/Pagu 
IndikaHf 

(1) f21 (4) (5) (6) (7) (9) (10) 
4 , Fungs! Penunjang Urusan Pemerintahan 
4.01 Administrasi Pemerintahan 17.752.226.640,84 Rp 19.521.161.594,92 

4.01.15 Kecamatan Mengwi 
4.01.4.01.15.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.184.914.582,38 9.003.406.040,62 

4.01.4,01.15.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi.sumber daya air dan listnk Jumlah Biaya Jasa Komunikasi air dan iistrik Kecamatan Mengwi 12 bulan ^ 389.065.200,00 APBO APBO 12 bulan 427,971.720,00 

4.01.4.01. IS.01.06 Penyedlaan )asa pemelihaiaan dan perizinan tendaraan 
dinas/operaslonal 

jumlah kendaraan betmotor dl Kecamatan Mengwi 68 Unit (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick 
Up, 1 Truck) 

^ 25.250.000,00 

/ 

APBD APBD 68 Unit (3 Mobil, 61 Mtr, 
2 Pick Up, 1 Truck) 

28.875.000,00 

4.01.4.01.1S.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah buku cek, pranko, materai dan benda pos yang 
rtineriiikan rMda kanlor ramat mennwl 

Kecamatan Mengwi 3 Jems •J 10.170.000,00 APBD APBO 3Jenls 11.187.000,00 

4,01.4.01.15,01.10 Penyediaan Aiat Tulis Kantor jumlah alat tuiis kantor yang tersedia pada kantor camat 
mennwl 

Kecamatan Mengwi I Paket V 126.087.000,00 APBD APBD 1 Paket 138.695-700,00 

4.01.4.01.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah barang cetak yang tersedia pada kantor camat 
OOQW] 

Kecamaian Mengwi 1 Paket V 78.U6.200,00 APBO APBD 1 Paket 85,949.620,00 

4.01.4.01.15.01.12 Penyediaan komponen Instalasl listriK/penerangan bangunan 
lidDtQi: 

jumlah komimnen lisbik yang tersedia dalam 1 tahun Kecamatan Mengwi 1 Paket v ' 31.03Z769,1S APBD APBD 1 Paket 34.136,046,10 

4.01.4.01.15.01.15 Penyediaan bahan batsan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia dl Kanhir Camat Mengwi Kecamatan Mengwi 7Jenis J 99.870.000,00 APBD APBD 7jenis 109.857.000,00 

4.01.4.01.15.01.17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman jumlair konsumsl yarrg tersedia dl kantor camat mengwi Kecamatan Mengwi 12 bulan ^ 86.820.000,00 APBO APBD 12 bulan 95.502.000,00 

4.01.4.01.15.01.18 Rapattapat koordinasi ke luar daerah jumiah perjalartan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun Kecamatan Mengwi I kegiatan ^ 37.500.000,00 APBO APBD 1 kegiatan 41.250.000,00 

4.01.4.01.15.01.23 Penyediaan Upacara Keagamaan jumlah aci-aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun Kecamatan Mengwi I kegiatan J 417.356.000,00 APBO APBO 1 kegiatan 459.091.600,00 

4.01.4,01.15.01,24 Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap Jumlah Pegawal THR/Honorer pada kantor camat mengwi Kecamatan Mengwi 12 bulan 4.997.603.203,20 APBO APBD 12 bulan 5.497.363.523,52 

4.01,4.01.15.01,28 Penyediaan bahan bakar kendaraan jumiah bahan bakar yang tersedia dalam 1 tahun Kecamatan Mengwi 30,900 liter V 377.698.000,00 APBO APBO 3U,9uu liter Afl7 RflTt IVI 

4.01,4.01.15,01.39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pure Khayangan Jagat Jumlah penganyaran di pura khayangan )agat dalam 1 tahun Kecamatan Mengwi 3 pura \J 81.000.000,00 APBO APBD 3 pura 1 n n Finn n n 

4.01.4,01.15.01.57 Pengelolaan Kebersihan Kantor jumlah tenaga kebersihan dan penjaga maiam kantor Kecamatan Mengwi 1 Paket M 1,426.126.210,00 APBD APBO 1 Paket 1.568.738.831,00 

4.01.4.01.15.02 r K V u K A n H C n i n ^ K A J Arl sAKAriA UAH PRAbARAnA 
APARATim 

4.049.238.658,00 4.454.162.523,80 

4,01.4.01,15.02,26 Pemeliharaan periengkapan kantor jumlah pakA pemeliharaan Periengkapan Kantor Kecamatan Mengwi 77 unit , -ia c n n fuul CW 
\ ^ 38.50U.UuU,Ut. 

A D o n APBD 77 unit 42350.000 00 

*t.ul.4.U1.15.u2.28 Pemeiiharaan Peralatan Kantor jumlah paket pemeliharaan peralatan kantor Kecamatan Mengwi 1 kegiatan V 20.000.000,00 APBO APBD 1 kegiatan 22,000.000,00 

4.01.4.01.15.02.26 Pemeliharaan Cedung Kantor kantor Jumlah gedung yang dtpelihaia Kecamatan Mengwi 9 gedung ^ 50.000.000,00 APBD APBD 9gedung 55.000.000,00 

4,01.4.01.15.02.24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas yang dipellhara Kecamatan Mengwi 6B kendaraan (3 Mobil, 61 Mtr, 
ZPickUp, 1 Truck) 

V- 70.500.000,00 APBD APBO 68 kendaraan (3 Mobil, 
51 Mtr, 2 Pick Up, I 
Tnir l tt 

77,550.000,00 

4.01.4.01.15.02.88 Pemeliharaan Lapangan Keiurahan jumlah lapangan yang dipellhara Kecamatan Mengwi 1 kegiatan V 24.231.600,00 APBD APBD 1 kegiatan 26.654.760,00 

4.01.15.02.16 Pengadaan Sarana Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos 
Fembinaan Ternadu dl Keiurahan Semnirii 

Jumlah Paket Perrgadaan Sarana Prasarana Pos Pelayanan 
Tpmadii (Ian Pos Pemblnaan 

Keturahan Sempidi 1 paket 211.764.600,00 APBD APBO 1 paket 232,941,060,00 

4.01.15.02.16 Pengadaan Sarana Prasarana di Keiurahan Kapal Jumlah Paket Pengadaan Keiurahan Kapal 1 paket 209.917.928,00 APBO APBD 1 paket 230,909,720,80 

4.01.15.02.16 Pengadaan Sarana dan Prasarana dl Keiurahan Ablanbase Jumlah Paket Pengadaan Keiurahan 
dblaotidsfi 

1 paket 252.324,530,00 APBO APBO 1 paket 277.556.983,00 

4.01.15.02.16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dl Keiurahan Sading Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Keiurahan Sading 1 paket 172.000.000,00 APBO APBD 1 paket 189.200.000,00 



4.01.15.02.17 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Keiurahan Jumlah Pengadaan Sarana rlan Prasarana 01 Keiurahan Kecamatan Mengwi 5 Keiurahan 3,000.000,000,00 APBO APBD 5 Keiurahan 3.300.000.000,00 

4.01.4.01.15.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 
P E U P O B A N TAPAIAW KTNFPIA PAH KEIIANGAN 

278.550.400,00 300.117.730,00 

4,01.4.01.15.06.001 ^nyusunan Ldporan cdpdlsn klnGrj3 d3n Ikhtisar rcdiisdsl kJnGrJa 
Perrrnnkat napr^r) 

juui idi i n u iKj id n u i 11 r c i d u d M d ^t^idu i i ui nccdii idrdii i*iuiiuwi Kecamatan Mengwi 1 f hii lan . / 777 H14 I n n nn \PSD APBO L2 bulan 300.117.730,00 

4.01.4.01.15.06.024 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan mengwi Kecama^n Mengwi 7 laporan 5.716.100,00 APBO APBD 7 laporan 6.287.710,00 

4.01.4.01.15.09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 
PERANRKAT nflFnaw 

&157.100,OG &972810,00 

4.01.4.01.15.09.001 Penyusunan dokumen pererKanaan Perangkat Daerah (Roistra, 
Efinlfl̂ EKfi) ' _ 

Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan Kecamatan Mengwi 3 dokumen s/ 8.157.100,00 APBO APBD 3 dokumen 8.972810,00 

4.01.4.01.15.86 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 
STATTSTTIfnftFPAH 

4.104.106,00 4.514.516,60 

4.01.4.01.15.86.001 Penyusunan Monografl dan Prohi Kecamatan Jumlah Buku data administrasi prohl dan Monografl 
kprnmatnn 

Kecamatan Mengwi 20 desa/kel 4.104,106,00 APBD APBD 20 desa/kel 4.514.516,60 

4.01.4.01.15.87 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN 
KEHYAMAHAN UNGKUNGAN 

37.845.730,00 APBD APBO 41.630.303,00 

4.01.4.01.15.87.001 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Keterbban dl 
Wllavah Kpramat:^fj 

Jumlah Lokasi Kecamatan Mengwi 20 desa/kel • y 37.845.730,00 APBO APBD 20 desa/kel 41.630.303,00 

4.01.4.01.15.88 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 
DALAM MFMBANGUH DESA 

2.950.476.640,46 3.245.524.304,51 

4.01,4.01.15.88.003 Pembinaan Administrasi PKK Jumlah desa/kelurahan yang diblna Kecamatan Mengwi 20 Desa/Kelurahan 18.398.400,00 APBO APBD 20 Desa/Kelurahan 20.238.240,00 

4.01.4.01.15.88,004 . Monitoring Administrasi RegestrasI Hibah dan Bansos Jumiah Proposal usulan permohonan dana hibah dan bansos 
dl kecamatan menoî ri 

Kecamatan Mengwi 20 Desa/ keiurahan 12.884,930,00 APBD APBD 20 Desa/ keiurahan 14.173.423,00 

4.01.4.01.15.88.005 , Pelaksanaan Lomba Gebogan Tk Provinsl JufTiIdh KcQi^tsn Lofnbs GGboQdn TlrtQkcit PropinsI Kecamatan Mengwi 1 Kegiatan 3.150.828,42 APBO APBD 1 Kegiatan 3.465.911,26 

4.01.4.01.15.88.010 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/ Keiurahan 
tamaflu . 

Jumtdh Dg53 Pcrsidpdn EvsJussI PcrfccmbdnQ^n D8Sd/k€l 
TervirlMTV. Kab 

Kecamatan Mengwi 1 Desa 10.619.700,00 APBD APBD 1 Desa 11.681.670,00 

4.01.4.01.15.88.011 Pembinaan UKS Tmgkat Kecamatan Jumlah Pembinaan UKS dl Sekolah iv^Uii • v l O l 1 1 I d lU " ' 1.430.200,00 APBD__^L.̂  APBD 9 Sekolah 1,573.220,00 

4.01. 4.01.15,79.77 Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Unmas 
Keiurahan ^ n l d } 

Persentase Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan 
AnoQQta Unmas Keiurahan Serrmldl 

Keiurahan Sempidi 100% 48.038.179,20 APBD APBO 100% 52.841.997,12 

4.01.4,01.15.79.77 Kejuaraan Sola Voll Karang Taruna di Keiurahan Sempldl P€r5Gnt35G PGnlnQkdtd Prcstssl OIdh R3Qd Bld^n^ Bold VoN 
bad_Pefnuc]a df Keiurahan Semoidi 

Keiurahan Sempidi 100% 60.125.724,40 APBO APBO 100% 66.138.296,84 

4.01. 4.01.15.79.77 Petatlhan Tata Rias dl Keiurahan Sempidi PersentBSG PeninQkatan KetBrampilan Tata Rias lbu~lb{j 
PKK dl Keiurahan Semoldi 

Keiurahan Sempidi 100% 32.659.063,50 APBO APBO 100% 35.924.969,85 

4.01.4.01.15.79.77 - Patrok Witayah (Unmas) dr Keiurahan Lukluk Jumlah PeninQkatan Kualitas AnQQota hansip/Unmas dan 
Ppninnkatan Keamanan rli Keiurahan 1 nkliik 

Keiurahan Lukluk 9 Banjar/Ungkungan 62.638.635,96 APBD APBD 9 Banjar/Ungkungan 68.902.499,56 

4.01. 4.01.15.79.77 Pendptaan Tenaga Kaja Mandril dl Keiurahan Lukluk Jumlah PcninQkatan Ketefampilan Usia Kerja Masyarakat dl 
KHtjrahan lukfuk ] 

Kpliir?ilmn 1 iikliiW 1 n Ctrunn 163.425.015,35 APBD APBD 10 Orang 179.767,516,89 

4.01. 4.01.15.79.77 Rehab Jamban dl Keiurahan Lukluk Jumlah PenlnQkatan Kualitas jamban Masyarakat dl Keiurahan 
h i H r k 

Keiurahan Lukluk 10 Jamban 80.778.300,00 APBO APBD 10 Jamban 88.856.130,00 

4.01.4.01.15,79.77 . Pembinaan Karang Taruna Jumlah Peningkatan Prestasr Tim Sola Vol! Dl Keturaharr 
1 iikliik 

Keiurahan Lukluk 14 Tim 42.007.300,00 APBO APBO 14 T m 46.208.030,00 

4.01. 4.01.15.79.77 Pembinaan Sen! Bagi Anak-anak Sekolah Dasar dl Keiurahan 
Kanal 

Jumlah Kegiatan Pembtnaan Sekolah Sehat yan^ 
dilaksanakan dl keiurahan kanal 

Keturahan Kapat 6 Sekolah dasar 52793.340,00 APBD APBD 6 Sekolah dasar 58.072674,00 

4.01. 4.01.15.79.77 Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Lembaga LPM dan Kepala 
•inokiinnan di Keiurahan Kanal 

Jumlah Perangkat daerah Yang di Tata Kelembagaari Dan 
Ketamiak-anaannva I 

Keturahan Kapal 16 Lingkungan 42.878.350,00 APBD APBD 16 Ungkungan 47.166.185,00 

4.01. 4.01.15.79.77 Peningkatan Kapasitas Kelompok Posyandu dl Keiurahan Kapal Jumlah Peningkatan kapasitas Kelompok Posyandu Dl 
KHiirahanKarwl 

Keiurahan Kapal 16 Kelompok Posyandu 45.764.056,00 APBD APBD 16 Kelompok Posyandu SO.340.461,60 

4.01. 4.01.15.79.77 Penyelenggaraan OrlentasI Penanggulangan Stunting BagI Kader 
^JSYflPdu 

Jumlah Kader Posyandu Yang Mengukutl Bimtek Keturahan 
Ablanha-w 

13 Kelompok Posyaridu 12.421.190,00 APBD APBO 13 Kelompok Posyandu 13.663.309,00 

4.01. 4.01.15.79.77 Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertindungan Masyarakat 
Unmn^l 

Jumlah Kapasitas Lembaga Perlindungan Masyarakat (Unmas) Keiurahan 
Ablanhnv 

31 Orang 47.533.080,00 APBO APBD 31 Orang 52.286.388,00 

4.01. 4.01.15.79.77 Penyelenggaraan Pelabhan Pemanfaatan Pekarangan dl 
Ceflirah^n Ahlanhit fa 

Jumlah Pelabhan Pemanfaatan Pekarangan dl Keiurahan 
Ablanbase 

Keiurahan 
Abiaabasg 

130 Rumah tangga 23.419.410,00 APBD APBD 130 Rumah tangga 25,761.351,00 

4.01. 4.01,15.79.77 Pnyelenggaraan Pesraman Kilat Remaja di Keiurahan Abianbase Jumlah Peserta Pesraman Kilat Remaja di Keiurahan 
Ablanbase 

Keiurahan 
Ablanbase 

90 Siswa 13.363.010,00 APBD APBD 90 Siswa 14.699.311,00 

4.01.4.01.15.79.77 Pembinaan Sekaa Angkiung dl Keiurahan Sading Jumlah Sekaa Angkiung yang ada dl Keiurahan Sading Keiurahan Sading 1 Sekaa 39.991.481,94 APBD APBD ISekaa 43.990.630,13 

4.01.4.01.15.79.77 • Pembinaan Sekaa Baleganjur dl Keiurahan Sading Jumlah Sekaa Bafeganjur yang ada dl Keiurahan Sading Keiurahan Sading ISekaa 53.832583,67 APBO APBD ISekaa 59.215.842,04 

4.01.4.01.15.79.77 , Pembinaan Sen! Sastia (Gegitaan) dl Keiurahan Sading Jumlah Pemblnaa Sen! Sastra (Gegitaan) dl Keiurahan Sading Keiurahan Sadirig 4 Sekolah 60.938.093,15 APBD APBD 4 Sekolah 67.031.902,47 

4.01. 4.01.15.79.77 Pelabhan Tata Rias di Keiurahan Sading Jumlah Peserta Pelatlhan Tata Rias di Keiurahan Sading Keiurahan Sading 78 Orang 21.385.768,87 APBD APBO 78 Orang 23.524.345,76 

4.01.4.01.15.79.78 Pemberdayaan Masyarakat di Keiurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Keiurahan Kecamatan Mengwi 5 Keiurahan 2.000.000.000,00 APBD APBD 5 Keiurahan 2.200.000.000,00 

4.01.4.01.15.89 PROGRAM PERINGATAN HARl BESAR NASIONAL 105.430.600,00 115.973.660,00 



4.01.4.01,15.89.001 Peringatan Hart-Had Besar Nasional Jumlah peringatan had - had besar nasional Kecamatan Mengwi 7 Harl Besar Masional V 105.430.600,00 APBD APBD 7 Had Besar Nasional 115.973.660,00 

4.01.4.01.15.91 4 n c a f i A o o A fiti 1 1 7 i;^! n n 
J J /177 X . 4 0 7 j V %i 

4.01.4.01,15,91.001 Jumlah Desa/Kelurahan yang dllayani Kecamatan Mengwi 20 Desa/Kelurahan / "sno fine eofi fvi 
J JU£-lJ33>^7U,UU 

APBO A [MI PI 20 Desa/Kelurahan 117 7fsi i 4 n nn 

4.01.4.01.15.91.002 • c a f d i u i l nu l l IIMJ oV IJJII U n l l d n i n i U Ual l nCUH L i v n n J Jumlah Permohonan surat Izin usaha mikro dan kecH yang dl 
lavani dl keramatan menowl 

Kecamatan Mengwi 20 Desa/ keiurahan A ono Arm rtA ^ T . O U 3 . T U U , U U A r D U 20 Desa/ keiurahan e 7Qn i 4 n n n 

4.01.4.01.15.92 P R O G R A M P F N G F N T A R A N K F M T m f T M A N X J»U 3 X*SRU\lf U\l 1 4 i * i 7 nnn ftn 

4.01.4.01.15.92.001 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penenggulangan 
Kemiskinaij ] 

Jumlah RTM dl Kecamatan Mengwi Kecamatan Mengwi 3469 RTM U.05L900,00 APBO APBD 3469 RTM 14.357.090,00 

4.01.4.0L15.93 PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH ^ift nn 215.070.620,60 

4.01.4.01.15.93.001 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan K n ^ f i u t a r t Mnnmnri iXBLDM lauai 1 n o i y v T i 1Q 1 ft nn 
X3P3 lOtt ^Vf\nj 

APBO APBD 20 desa / keiurahan 21.470.620,60 

4.01.4.01.15.93.001 Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
fAPBDesl 

Jumlah APBDesa Yang Dievaiuast/Divennkasi Kecamatan Mengwi IS Desa V 176.000.000,00 APBO APBD 15 Desa 193.600.000,00 

4.01.4.01.15.94 PROGRAM KEBERSIHAN UNGKUNGAN 1.012.344.000,00 1.113.578.400,00 

4.01.4.01.15.94.001 Pelaksanaan Kebersihan Ungkungan Jumlah JCslurahan yang mGlaksanakan kebersihan lingkungan 1 IO\JO i 1 1 ici vvi 3 nc iu i D i ID i 1 1.012.344.000,00 APBD APBD 5 Keiurahan 1.113.578.400,00 

4.01.4.01.15.96 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 557.331.400,00 613.064.540,00 

4.01.4.01.15.%.001 Festival Pertanian JUMIHIII ncg idLo l l It^UVDl UUUafO ^R^Ulllldlt W DaUUIIU U i d ' H KecdmeCdn Mengwi 1 kegiatan APBD APBD 1 kFviiTitmi 
X ^t^lDlOII 

203.437,740 00 

4,01.4.01,15.96.018 Jumlah Lomba AktualisasI sent dan budaya daerah 
dtkeramatan mennwi 

KecdiTidtdn Mengwi J lUIIIUd 177 iftft nnn no APBD nrov 3 lomba 4CM A7A finn nn 

4.01.4.01.15.97 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 51.698.776,80 

4.01.4.01.15.97.004 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten dl Kecamatan Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan Kecamatan Mengwi 5 buku V 35,380.530,00 APBD APBD 5 buku 38.918,583,00 

4.01.4.01.15.97.005 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan Jumlah Kegiatan rapat kcxirdinasl Intern dl kecamatan Kecamatan Mengwi 10 Kail 11.618.358,00 APBD APBD 10 Kali 12780,193,80 

4.01.4.D1.15.99 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.398.900,00 1.538.790,00 

4.01.4.01.15,99.002 Pembinaan Kaiang Taruna serta PSM Jumlah kegiatan pembinaan karang taruna dan PSM dl 
Kecamatan Menowl 

Kecamatan Mengwi 20 desa / keiurahan 1.398.900,00 APBD APBD 20 desa / keiurahan 1.538.790,00 
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BAB V 
PENUTUP 

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) 

Kecamatan Mengwi pada tahun 2020, maka akan terlihat jelas apa yang 

menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

tahun 2021. 

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila di dukung 

oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan 

prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan 

partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencsma kerja ini dapat 

berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemenbisa seimbang 

dan berkesinambungan. 

Diharapakan sekali Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) 

Kecamatan Mengwi tahun 2020 dapat dijadikan pedoman dan perumusan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021. 

Semoga Tuhan Yang Maha E s a senantisa memberikan 

perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita 

menuju perbaikan. 

lura, 20 Oktober 2020 

f s U H A R T A N A . SSTP . ,MM 
!6061996121001 



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG KECAMATAN MENGWI 
JALAN1GUSTINGURAH RAI NO.l 12 MENGWI TELP (0361) 812945 

KEPUTUSAN 170/051/HK/2019 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN 
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMAAN MENGWI 

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah maka dipandang perlu 
membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi Kabupaten 
Badung Tahun 2021 ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Pembentukan T im Penyusun Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan 
Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021 ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun .1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bal i , Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Neeara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 0 4 ^ ^ 6 ™ 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 ^ ) 

\ 



* T Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 J a h u n 
Pemerintahan Daerah (lembaran Lembaran 

Indones ia Tahun 2014 Nomor 244 Tambanan^ 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ,seb g 

tellh diubah beberapa k a ^ ^ . ^ ^ " ^ ' ^ p t S a n Kedua 
Undang Nomor 9 J a h u n 2015 t^nt^g^^e"! 
Atas "ndang-Undang Nomor 23 ^ a h u n 

ssrT«t NŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, aan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentane 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perenrpr,s»Qr, n ^'^^/y"-:0I7 
Evaluasi PembangunaiJ'Si V . t ' T ' ^ " ^ ' " " 
Rancangan Peraturan' D a S t e i ^ " ^ " ^ s i 
Pembangunan Jangka Panian? n»»? Rencana 
Pembangunan Jan^ka M S f a h S a w " . 
Cara Perubahan Rencana P«LHO i ^^"^ Tata 
Panjang Daerah, R e n S a SbS^ ' ^ 8 ^ ^ 
^nengah . Daerah. han Renc^t^Setg? 
' S S S g S n c ' a ^ ^ S ^''"^' "'-or 2 Tah Daerah ( R P j p n 7 J i l Pembanguten Jaigj,. 1, ^ ^ " b 

B a T u n g i m S S L ^ - " - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Peratufan D^SKST^" ^ dS^"P«'en 
2017 tentai S , £ t . ' ' f ™ Nomfo ^^"gab 

Panjang Daerah S^ Rebcana Jbhangu^lf 
(Leribafan D S S ^^^"^ ' ' ^ C aoî ^̂ ê a 
Womor 8 T a S ^^^J^Pa^n lung ^ 7 , 5-2025 

Badung N S ^ S ^ ^ 4 ' 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 
2016 - 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung 
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah 
diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten 
Badung Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020; 

13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala 
Daerah; 

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kei ja Perangkat Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keria 
Perangkat Daerah; 

r 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
KESATU : 

KEDUA 
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b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen 
Perencanaan Perangkat daerah pada Kecamatan Mengwi; 
dan 

c. Bertanggungjawab serta melaporkan segala pelaksanaan 
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

KETIGA 

KEEMPAT 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibar penetpan 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
belanja daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januar i 2020. 

Ditetapkan di Mangupura 
pada tanggal 31 Desember 2019 

ADUNG, 
NGWI 

E JAYA SAP1 .Sos.M.AP 

Nip. 19750207 199311 1 002 
Keputusan in i disampaikan kepada: 
1. Bupati Badung sebagai Laporem. 
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 
3 . Kepala Perangkat Daerah terkait 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 
4. Yang Bersangkutan. 



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG 
NOMOR :170/051 /HK / 2019 
TANGGAL : 31 D E S E M B E R 2019 
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN 

PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA 
KECAMATAN MENGWl BADUNG TAHUN 
2021 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN 
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN MENGWl KABUPATEN BADUNG 

TAHUN 2021 

I . Kctua 

I I . Wakil Ketua 

HI. Sekretaria 

TV. Bendahara 

V, Anggota 

VI . Staf Administrasi 

; Camat Mcngwi Kabupaten Badung. 

: Sekretaris pada Kantor Camat Mengwi 
Kabupaten Badung. 

: Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan 
Pelaporan pada Kantor Camat Mengwi 
Kabupaten Badung. 

: Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat 
Mengwi Kabupaten Badung, 

T 1. Para Kepala Seksi pada Kantor Camat 
Mengwi Kabupaten Badung 

2. Para Kepala Sub Bagian pada kantor 
Camat Mengwi Kabupaten Badung 

: Staf pada Sub Bagian Perencanaan Keuangan 
dan Pclaporan pada Kantor Camat Meogwi 
Kabupaten Badung. 

BADUNG, 
ENGWI 

C E D E JAYA SAPUTRA.S.Sos.M.AP 

50207 199311 1 002 


